
Vol. XIII/ Edisi III/ 2016

PERMOHONAN PATEN TERKAIT JASAD RENIK
 DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN



32 Media HKI  Vol. XIII/ Edisi III/ 2016

>>> BANG HKI

Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang 
dicapai umat manusia. Lewat jepretan dan bidikan 
kamera, manusia bisa merekam dan mengabadikan 
beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga 
galaksi di luar angkasa.  Teknologi pembuatan kamera, 
kini dikuasai Barat serta Jepang, sehingga, banyak umat 
Muslim yang meyakini kamera berasal dari sana.  Padahal, 
jauh sebelum mereka menemukannya, prinsip-prinsip 
dasar pembuatan kamera telah dicetuskan seorang 
sarjana Muslim sekitar 1.000 tahun silam. Peletak prinsip 
kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris Muslim 
bernama Ibnu al-Haitham.  

Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham atau 

barat ia lebih dikenal dengan nama Alhazen.  Ia adalah 
seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, 
falak, matematika, geometri, pengobatan, dan �lsafat. Ia 
banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya, dan 
telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains Barat, 
seperti Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop 
serta teleskop.  Selama hidupnya, ia telah menulis lebih 
dari 200 karya ilmiah.

Pada akhir abad ke-10 M, al-Haitham berhasil merekam 
fenomena kamera obscura. Penemuan itu berawal ketika 

fenomena gerhana, al-Haitham membuat lubang kecil 
pada dinding yang memungkinkan citra matahari semi 
nyata diproyeksikan melalui permukaan datar.  Kajian 
ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari 
kinerja kamera yang saat ini digunakan umat manusia.  

diartikan sebagai ”ruang gelap”. Biasanya bentuknya 
berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk 
masuknya cahaya. Teori yang dipecahkan al-Haitham 
itu telah mengilhami penemuan negatif �lm (klise) yang 
kemudian disambung-sambung dan dimainkan kepada 
para penonton.

Dunia mengenal al-Haitham sebagai perintis di bidang 
optik yang terkenal lewat bukunya bertajuk  “Kitab al-

dalam bukunya itu, sang �sikawan Muslim legendaris 
itu lalu menyusun  “Al-Bayt Al-Muzlim” atau lebih dikenal 
dengan sebutan kamera obscura, atau   kamar gelap.  
Bradley Ste�ens dalam karyanya berjudul “Ibn al-Haytham 
: First Scientist” mengungkapkan bahwa  Kitab al-Manazir 
merupakan buku pertama yang menjelaskan prinsip kerja 
kamera obscura.  Istilah kamera obscura yang ditemukan 
al-Haitham pun diperkenalkan di Barat sekitar abad ke-16 
M.  Lima abad setelah penemuan kamera obscura, Cardano 

Haitham, mulai mengganti lubang bidik dengan lensa. 

 
Setelah itu, penggunaan lensa pada kamera obscura juga 

pula yang menyebutkan bahwa istilah kamera obscura 
yang ditemukan al-Haitham pertama kali diperkenalkan 

meningkatkan fungsi kamera itu dengan menggunakan 
lensa negatif di belakang lensa positif, sehingga dapat 
memperbesar proyeksi gambar.  Ini adalah prinsip yang 
digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern.  
Setelah itu, Robert Boyle (1627-1691 M) mulai menyusun 
kamera yang berbentuk kecil, tanpa kabel, jenisnya kotak 
kamera obscura pada   
penemuan al-Haitham, pelat-pelat foto pertama kali 
digunakan secara permanen untuk menangkap gambar 
yang dihasilkan oleh kamera obscura.  Foto permanen 
pertama diambil oleh Joseph Nicephore Niepce di 

negatif untuk mengambil gambar dari tentara Inggris 

mengembangkan prinsip kerja kamera obscura 
ciptaan al-Hitham dengan baik sekali. Eastman 
menciptakan kamera kodak. Sejak itulah, kamera 
terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. 
Sebuah versi kamera obscura digunakan dalam Perang 
Dunia I untuk melihat pesawat terbang dan pengukuran 
kinerja. Pada Perang Dunia  II, kamera obscura juga 
digunakan untuk memeriksa keakuratan navigasi 
perangkat radio. Begitulah penciptaan kamera obscura 
yang dicapai al-Haitham mampu mengubah peradaban 
dunia.

Al Haitham, 
Inventor Kamera 
Pertama

Sumber Tulisan & Gambar :

Media HKI
Vol. XIII/ Edisi III/ 2016

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Pengarah
Sekretaris Direktorat Jenderal KI
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Direktur Paten, DTLST & Rahasia Dagang
Direktur Merek & Indikasi Geogra�s
Direktur Teknologi Informasi KI
Direktur Penyidikan & Penyelesaian sengketa

Penanggungjawab dan Redaktur
Direktur Kerja Sama & Pemberdayaan KI
Ika Ahyani Kurniawati

Editor
Irma Suryani
Agus Dwiyanto
Aulia Andriani Giartono
Andria Puji Kesuma
Wulandari

Cover Design & Layout
Tribudi S. Permana
Nikie Lauda

Fotografer
Muh. Fandhi Fanani
Dedi Setiandi

Sekretariat
Riztiriza Harsianti
Lusty Septi Muharomi
Keti Respati

Penerbit dan Redaksi
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Jl. H. R Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan - 12190
Jakarta - Indonesia
Laman : www.dgip.go.id
Pos-el : mediaHKI@dgip.go.id
Facebook : Direktorat Jenderal    
  Kekayaan Intelektual
Twitter  : @ditjen_hki

DAFTAR ISI

02  Fokus
Permohonan Paten Terkait Jasad Renik Ditinjau dari 
Perundang-undangan
-- Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP

11   Kolom

Pelestarian Pengetahuan Tradisional 
(Traditional Knowledge) 
-- Dr. Yuliati, S.H.,LL.M
-- Yenny Eta Widyanti, SH.,MHum

25 KIpedia
Penyambung Kabel Daya Tiga Fasa Jenis Tancap

26  Pojok Konsultan
Mari Manfaatkan Fasilitas  

-- Triayu Ratna Dewi

27 KItrivia
Kertas Penyaring Kopi (Paper Filter)

28  Ragam
Seminar Nasional dan Forum Bisnis Inacraft:     

   Peluang dan Tantangan Menghadapi MEA
Partisipasi DJKI dalam Pameran  

   “Malang City Expo 2016”

Workshop Indikasi Geogra�s (IG)Perlindungan 
dan Pengembangan Potensi IG di Provinsi Sulawesi 

32  Bang HKI
 Al Haitham,  Inventor Kamera Pertama
 
33  Neng IPeh 
 Episode : Kue Cubit

Pembaca Setia,

Salah satu keprihatinan yang timbul di dunia saat ini yaitu bagaimana mencapai keseimbangan antara konvensi-
konvensi internasional di bidang Kekayaan Intelektual dan perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini terkait dengan 
isu-isu yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, bioteknologi dan biokonservasi. Terdapat beberapa 
persetujuan internasional yang saling berhubungan yang memiliki implikasi pada KI yang terkait dengan makhluk 
hidup dan bahan-bahan yang bersangkut paut terhadap perkembangbiakan spesies makhluk hidup. Sejak tahun 1977 
hingga kini terdapat 26 Permohonan pendaftaran Paten untuk Invensi jasad renik yang diajukan yang Pemohonnya 
adalah berasal dari luar negeri. 10 Permohonan Paten diantaranya sudah diberikan Paten. Namun, hingga saat ini 
Indonesia belum merati�kasi Traktat Budapest dan belum terdapat lembaga atau institusi tempat penyimpanan jasad 
renik sesuai standar internasional. Hal ini akan dibahas mendalam oleh Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP dalam rubrik Fokus 
berjudul “Permohonan Paten Terkait Jasad Renik ditinjau dari Perundang-undangan” 

Rubrik Kolom mengulas pengetahuan tradisional (Traditional Knowledge) yang sampai saat ini belum disepakati 
secara formal dalam Perjanjian Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs).  Pengetahuan Tradisional 
juga masih mengundang berbagai macam kontroversi terutama menyangkut pengakuan, perlindungan hukum dan 
pemanfaatannya baik di tingkat nasional maupun internasional.    Dari sudut pandang negara-negara anggota World 
Intellectual Property Rights (WIPO) dukungan atas pengakuan dan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional 
juga sangat kuat,  karena pengakuan atas pengetahuan tradisional merupakan bagian dari identitas kultural bangsa-
bangsa di dunia. Pengelolaan pengetahuan tradisional dalam sistem yang berbeda merupakan hal yang sangat 
penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan, mempertahankan keberlanjutan pembangunan, kehidupan 
kebudayaan dan pengetahuan bagi masa depan mereka.  

Selain rubrik-rubrik di atas, Kipedia menginformasikan tentang kabel penyambung daya tiga fasa jenis tancap.   
Konsultan Triayu Ratna Dewi sebagai konsultan HKI yang mendapat piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan 
HAM sebagai Pengguna Aplikasi Daring Pencatatan Ciptaan (E-HakCipta) mengisi rubrik Pojok Konsultan edisi kali ini.  
Penyaring kopi bagi para penikmat kopi menghiasi Kitrivia edisi ini.  Rubrik Bang HKI dijelaskan mengenai inventor 
kamera pertama dan Komik NengIP akan bercerita pentingnya inovasi dan kreati�tas dalam berbisnis dan berkarya.

Pada rubrik ragam disampaikan tentang Seminar Nasional dan Forum Bisnis INACRAFT, peliputan berbagai kegiatan 
yang dilakukan oleh Ditjen KI, diantaranya Workshop Indikasi Geogra�s.

Sumber Gambar (halaman Dari Redaksi) : 
http://ttlearning.com/wp-content/uploads/2013/01/psat-writing-section.jpg

Sumber Gambar (Cover) :
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kamera pertama dan Komik NengIPeh akan bercerita pentingnya inovasi dan kreati�tas dalam berbisnis dan berkarya.kamera pertama dan Komik NengIPeh akan bercerita pentingnya inovasi dan kreati�tas dalam berbisnis dan berkarya.
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Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilaksanakan 
pada tanggal 23 Mei 2016.  Acara ini dilaksanakan dalam 

mengenai rancangan peraturan daerah (RAPERDA) 
tentang pengembangan ekonomi kreatif di wilayah 

sosialisasi mengenai proses pendaftaran kekayaan 
intelektual.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. 
Dalam sambutannya Dirjen KI menyampaikan bahwa 
DJKI mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap 
daerah agar bisa mengenal Kekayaan Intelektual.  
Menurut Dirjen KI terkait dengan perlindungan kekayaan 
Intelektual, negara yang menjadi maju (developed) 
hanya negara-negara yang melindungi Hak Kekayaan 
Intelektualnya.  

Selanjutnya, disampaikan juga presentasi mengenai 
Indikasi Geogra�s, pemutaran  video tentang indikasi 
geogra�s dan video mengenai Intellectual Property is 
my asset yang diselingi diskusi bersama Direktur Kerja 
Sama dan Direktur Merek.  Direktorat Teknologi Informasi 
mengakhiri acara dengan demo dan penjelasan 
mengenai pendaftaran KI secara online.

KUNJUNGAN DPRD 
KOTA YOGYAKARTA KE DJKI

Rancangan peraturan daerah (RAPERDA) 
tentang pengembangan ekonomi kreatif 

di wilayah D.I. Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal 
Kekayaan Intelektual. Dalam 

sambutannya Dirjen KI menyampaikan 
bahwa DJKI mempunyai perhatian yang 

sangat besar terhadap daerah agar 
bisa mengenal Kekayaan Intelektual.  

Menurut Dirjen KI terkait dengan 
perlindungan kekayaan Intelektual, 

negara yang menjadi maju (developed) 
hanya negara-negara yang melindungi 

Hak Kekayaan Intelektualnya. 
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exploitation of which is necessary to protect ordre public or 
morality, including protection of human, animal or plant life 
or health or to avoid serious prejudice to the environment, 
provided that such exclusion is made not merely because 
the exploitation is prohibited by domestic law.” Selanjutnya, 
ketentuan Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengatur, 
bahwa “Members may also exclude from patentability,19 
“allows members to exclude from patentability inventions 
related to diagnostic, therapeutic and surgical methods for 
the treatment of humans or animals. Persetujuan TRIPs 
juga mengatur pengecualian yaitu exclusion of plants 
and animals other than micro-organisms, and essentially 
biological processes for the production of plants or animals 
other than non-biological and microbiological processes. 
However, members shall provide for the protection of plant 
varieties either by patents or by an e�ective sui generis 
system or any combination thereof.” Berdasarkan pada 
ketentuan Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs tersebut, 
Negara Anggota dapat juga menetapkan bahwa hal-hal 
berikut ini tidak mendapatkan perlindungan Paten:
a) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/
atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia 
dan/atau hewan
b) tumbuhan dan hewan selain jasad renik, dan terutama 
proses biologis yang essensial untuk memproduksi 
tumbuhan atau hewan selain proses non biologis dan 
mikrobiologis. Meskipun demikian, Negara Anggota 
harus memberikan perlindungan terhadap varietas 
tanaman baik dalam bentuk paten atau sistem sui generis.
Kategori khusus mengenai Invensi-invensi di bidang 

Persetujuan TRIPs, Pasal 27 ayat 1 mengatur tentang 
Patentable Subject Matter,16 yaitu obyek yang dapat 
dipatenkan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat 1 
yang mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 
ayat (3) pasal ini, Paten diberikan untuk setiap Invensi, 
baik berupa produk ataupun proses di segala bidang 
teknologi, selama Invensi tersebut baru, mengandung 
langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. 

Pasal 27 ayat (3)  Persetujuan TRIPs, Paten harus tersedia 
dan hak Paten dapat dinikmati tanpa membedakan 
tempat Invensi, bidang teknologi, dan apakah produk 
tersebut di impor atau diproduksi secara lokal.  Pasal 27 
ayat (2) Persetujuan TRIPs selanjutnya mengatur bahwa 
Anggota dapat mengecualikan Invensi-invensi yang 
tidak dapat dipatenkan, larangan untuk mengeksploitasi 
secara komersil dalam wilayahnya demi melindungi 
ketertiban umum, atau moralitas, termasuk didalamnya 
untuk melindungi manusia, hewan, atau tumbuhan 
atau kesehatan atau untuk menghindari kerusakan 
fatal terhadap lingkungan hidup selama pengecualian 
tersebut tidak dilakukan hanya dengan alasan bahwa 
hukum nasional melarang eksploitasi dari Invensi yang 
bersangkutan.17

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan TRIPs 
mengatur tentang Exclusions from patentability.  Pasal 27 
ayat (2) mengatur: “Members may exclude from patentability 
inventions, prevention within their territory of commercial 

Tabel 2. Paten untuk Invensi Jasad Renik

No. Pemilik, Nomor & 
Tanggal Pemberian Paten Paten

1. Nikken Chemicals Co. Ltd. Suatu Metoda untuk Memproduksi Eritritol 
dengan suatu penggunaan Jasad Renik-Jasad 
Renik

2. Metode  Campuran-campuran Karbohidrat

3. Sano�-Aventis Pharma Deutschland GmbH Persikinin, Proses Pembuatan dan 

Ajinomoto Co., Inc.
P00199900967 -  21 Juni 2006

Bakteri Penghasil Asam L- Glutamat dan Proses 
untuk Menghasilkan Asam L-Glutamat

Ajinomoto Co., Inc. Metode untuk Menghasilkan Asam 
L-Glutamat melalui Fermentasi yang disertai 
dengan Pengendapan

6. Ajinomoto Co., Inc. Komposisi Pakan untuk Ternak Monogatrik

7. Ajinomoto Co., Inc. Metode untuk Menghasilkan Purin Nukleosida 
melalui Fermentasi

Ajinomoto Co., Inc. Proses untuk Menghasilkan Asam L-Glutamat

9. Ajinomoto Co., Inc. Komposisi yang Mengandung Nitrogen 

Komposisi tersebut

10. Ajinomoto Co., Inc.
W00200703607 - 10 Mei 2013 Metode untuk Menghasilkan L-Treonina
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4. 
Pengesahan United Nations Convention on Biological 
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai 
Keanekaragaman Hayati)12

5. 
13

6. The Budapest Treaty on the International Recognition of 
the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent 
Procedure.14

Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan TRIPs 
adalah pasal yang paling relevan untuk mendiskusikan 
mengenai Paten di bidang biologi dan bioteknologi. 
Menurut Pasal 27 ayat (1), Negara-negara Anggota 
diharuskan memberikan Paten bagi Invensi, apakah dalam 
hal produk maupun proses dan bagi Invensi-invensi di 
semua bidang teknologi, dengan syarat bahwa Paten 
diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung 
langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

PERMOHONAN PATEN TERKAIT JASAD RENIK
 DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN1

*Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP

Paten,2

3 yang kemudian diubah lagi 

Paten yang masih berlaku sampai saat ini.  Terdapat 26 
(dua puluh enam) permohonan pendaftaran Paten pada 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,  Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk 
Invensi jasad renik sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 

Jumlah 
Permohonan Paten untuk Invensi Jasad Renik di Indonesia”.6

Permohonan Paten untuk Invensi jasad renik yang 
diajukan pendaftarannya untuk pertama kali tahun 1997 
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, telah diberi 

Salah satu keprihatinan yang timbul di dunia saat ini 
yaitu bagaimana mencapai keseimbangan antara 
konvensi-konvensi internasional di bidang Kekayaan 
Intelektual  dan perlindungan terhadap lingkungan. Hal 
ini terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan 
keanekaragaman hayati, bioteknologi dan biokonservasi. 
Terdapat beberapa persetujuan internasional yang 
saling berhubungan yang memiliki implikasi pada 
Kekayaan Intelektual yang terkait dengan makhluk 
hidup dan bahan-bahan yang bersangkut paut terhadap 
perkembangbiakan spesies makhluk hidup. Kesesuaian 
bersama antara konvensi-konvensi masih terus menjadi 
pokok persoalan dari diskusi internasional yang intens. 
Meningkatnya kepentingan ekonomi dari bioteknologi 
telah mengangkat isu-isu Kekayaan Intelektual yang 
berhubungan dengan Invensi di bidang bioteknologi 
menjadi sangat penting. 

Tabel 1. Jumlah Permohonan Paten untuk Invensi Jasad Renik di Indonesia

Sumber data: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(Sembilan) Invensi jasad renik lainnya yang juga sudah 
diberi Paten sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7

Konvensi Internasional di Bidang Paten

Konvensi atau perjanjian-perjanjian terkait dengan Paten, 
yaitu:

1. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (

9

2. Patent Cooperation Treaty atau PCT (Traktat Kerja Sama 
Paten) - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 1997.10

3. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 
(Konvensi Paris) - Keputusan Presiden Republik Indonesia 

11
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Workshop tersebut dihadiri oleh SKPD pemerintah Provinsi  

Minahasa, dan Lembaga Perlindungan Indikasi Geogra�s 
Pala Siau.  Masyarakat Minahasa sudah lama mengenal 
usaha budi daya cengkeh dan pala.  Produk cengkeh 
Minahasa memiliki cita rasa dan aroma harum yang khas 
dengan karakteristik khusus berupa kandungan minyak 
atsiri dan eugenol yang tinggi.  Keunggulan cengkeh 
Minahasa membuat tingginya permintaan sehingga 
harganya relatif tinggi, sehingga untuk menghindari 
terjadinya penggunaan nama cengkeh Minahasa oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, masyarakat 
petani cengkeh Minahasa mendaftarkan produk IG 
cengkeh Minahasa ke kantor DJKI.   Saat ini sudah ada 

diantaranya lada putih Muntok, Carica Dieng, kopi arabika 
Gayo, garam amed Bali, kopi arabika Kintamani Bali, dan 

tetap berlangsung terus menerus di pasar nasional 
dan internasional adalah dengan menjaga kualitas, 
pengendalian terhadap praktek produksi, mengendalikan 
jumlah produksi dan meningkatkan keterampilan teknis 
bagi para petani indikasi geogra�s serta perlindungan 
produk indikasi geogra�s.  Terakhir diharapkan dengan 
seminar dan workshop ini adalah menambah wawasan 
para peserta mengenai Praktik-Praktik Terbaik dari Indikasi 
Geogra�s, serta dapat memberikan kontribusi terhadap 
penerapan sistem Indikasi Geogra�s di Indonesia.

Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah yang 
harus dimanfaatkan untuk dapat memajukan dan 
mensejahterahkan bangsa Indonesia yang salah satunya 
melalui kekayaan intelektual. Indonesia memiliki produk-
produk Indikasi Geogra�s yang sudah banyak dikenal 
di pasar internasional, dimana produk IG  dapat juga 
dihasilkan dari sektor kelautan dan kehutanan. Inilah 
yang menjadi salah satu alasan, DJKI  menyelenggarakan 
Workshop tentang Indikasi Geogra�s di daerah Manado, 

Workshop dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah 

D. Hurry, dimana beliau mengajak semua stakeholders 
untuk menjaga dan memanfaatkan asset produk IG di 

Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Parlagutan Lubis 
dalam paparan mengatakan pentingnya perlindungan 
IG dan manfaat dalam meningkatkan posisi tawar serta 
kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional 
dan internasional. Paparan selanjutnya disampaikan oleh 

(Tim Ahli IG) dan Dr. Indrev Sembel (Dinas Perkebunan 

WORKSHOP INDIKASI GEOGRAFIS (IG)
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI 

IG DI PROVINSI SULAWESI UTARA

dari kiri ke kanan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Prov. 
Sulawesi Utara, Dr. H. Sudirman D. Hurry dan Direktur Kerja Sama dan 

Pemberdayaan KI, Parlagutan Lubis.

dari kiri ke kanan Noldy Sahabati (Kanwil Kemenkumham Prov. 
Sulawesi Utara), Dr. Indrev Sembel (Dinas Perkebunan Pemprov. 

Sulawesi Utara), Prof. Mahfud Arifin (Tim Ahli IG) dan 
Stephanie VY Kano (Kasubdit IG). 
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I nacraft merupakan ajang bisnis bergengsi 

diselenggarakan setiap tahun oleh Asosiasi 
Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia 

(ASEPHI). Acara yang intinya adalah pameran produk 
kerajinan tersebut telah banyak menyita perhatian pasar 
dan menjadi bursa promosi kerajinan Indonesia termasuk 
kepada target konsumen manca negara.

Pada kesempatan ini Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual Kemenkumham berpastisipasi sebagai 
narasumber pada Seminar Nasional dan Forum Bisnis 
Inacraft “Peluang dan Tantangan Menghadapi MEA” 
sebagai rangkaian dari kegiatan Inacraft 2016 yang 
diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta Convention 
Centre tanggal 20 April 2016. Seminar dibuka oleh Direktur 
Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian 

berasal dari pelaku usaha, mahasiswa dan instansi terkait.

Peluang dan tantangan bagi para pelaku usaha dalam 
menghadapai Pasar Bebas ASEAN dikupas dalam 
seminar ini termasuk isu pentingnya perlindungan 
dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai modal 
utama di era pasar bebas. Narasumber yang hadir pada 
kesempatan itu antara lain Direktur Kerja Sama Ekonomi 

ASEAN-Kementerian Luar Negeri, Staf Khusus Menteri 
Luar Negeri untuk Isu-Isu Strategis, Duta Besar LBBP 
Singapura 2011-2016, Direktur Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional-Kementerian Perdagangan, Direktur 
Jenderal IKM-Kementerian Perindustrian, Manager AEC 
Centre dari Kementerian Perdagangan,  Direktur Jenderal 
PPTK-Kementerian Tenaga Kerja serta perwakilan dari 
Direktorat Jenderal KI-Kementerian Hukum dan HAM.

Pada kesempatan tersebut terungkap bahwa pasar 
bebas Asean janganlah dianggap sebagai momok yang 
menakutkan, tetapi justru harus kita hadapi dengan 
antusias karena pangsa pasar akan lebih terbuka. Dari data 

Indonesia cukup menggembirakan di mana ekspor 
kerajinan tumbuh sebesar 2,63% per tahun. Hal ini 
masih dapat dioptiomalkan dengan melakukan ekspansi 
pemasaran ke luar negeri seperti kawasan Asean. Para 

pemerintah saat ini sangat mendukung hal tersebut. 
Berbagai fasilitas telah diberikan kepada para pelaku 

SEMINAR NASIONAL 
DAN FORUM BISNIS 
Inacraft: Peluang dan 
Tantangan Menghadapi 
MEA

Media HKI  Vol. XIII/ Edisi III/ 2016 5

>>> FOKUS

61. Romania

62. Russian Federation

63. Serbia

66. Slovenia

67. South Africa

69. Sweden

70. Switzerland

71. Tajikistan

73. Trinidad and Tobago

60. Republic of Moldova  

diharapkan memberikan 1 (satu) perangkat data-data 
lengkap yang mencantumkan, seperti yaitu nama dan 
alamat Penyimpan dan International Depository Authority 
(IDA) dimana sampel atau contoh-contoh jasad renik yang 
didepositkan atau disimpan, tanggal asli penyerahan, 
identi�kasi dari referensi, nomor akses penyimpanan dan 
ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang didepositkan.26 

Penyimpanan pada International Depository Authority 
(IDA) menjamin akses atas jasad renik bagi orang-orang 
selain Inventor dengan tujuan untuk pengujian atau 
percobaan, atau untuk penggunaan komersial ketika 
Paten berakhir. 

Institusi atau lembaga-
lembaga yang diakui sebagai pusat koleksi yang disebut 
International Depository Authority (IDA)’. 

Tabel 4. Declarations Of Acceptance Filed Under Article 
9(1)(A) Of The Budapest Treaty By Intergovernmental 
Industrial Property Organisations

International Depositary Authorities under Article 7 of the 
Budapest Treaty Total : 31 Authorities

Institution Country 

Advanced Biotechnology Centre (ABC) Italy

Agricultural Research Service Culture Collection 
(NRRL)

Russian Federation

American Type Culture Collection (ATCC)

Australian Government Analytical Laboratories 
(AGAL)

Australia

Belgian Coordinated Collections of Microorganism 
(BCCM)

Belgium

Bureau of Microbiology at Health Canada (BMHC) Canada

Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) Netherlands

China Center for Type Culture Collection (CCTCC) China

Coleccion Espanola de Cultivos Tipo (CECT) Spain

Collection Nationale de Cultures de Micro-organisms 
(CNCM)

France

Italy

Culture Collection of Algne and Protoza (CCAP)

Slovakia

Czech Collection of Microorganisms (CCM) Czech Republic

DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 
und Zellkulturee GmbII (DSMZ)

Germany

European Collection of Cell Cultures (ECACC)

International Mycological Institute (IMI)

Institution Country 

Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF) Republic of Korea

Korean Collection for Type Cultures (KCTC) Republic of Korea

Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM) Republic of Korea

Microbial Strain Collection of Latvia (MSCL) Latvia

National Bank for Industrial Microorganisms and Cell 
Cultures (NBIMCC)

Bulgaria

National Collection of Agricultural and Industrial 
Microorganisms (NCAIM)

Hungary

National Collection of Type Cultures (NCTC)

National Collection of Industrial Food and Marine 
Bacteria Limited

National Institute of Bioscience and Human Technol-
ogy (NIBII)

Japan

Russian Federation

Russian National Collection of Industrial Microorgan- Russian Federation

Sumber : PCT Gazette Section IV - Annexure L

Lembaga-lembaga tempat penyimpanan 
jasad renik diharuskan menyimpan aneka 

ragam jasad renik, animal viruses (virus 
hewan), fungi (jamur), cell cultures (kultur sel), 
moulds (bahan adonan), yeasts (ragi), plasmids 

(plasmid), protozoa (protozoa), seeds (biji-
bijian), animal embroys (emberio hewan) 

Patent Cooperation Treaty atau Traktat Kerja 
Sama Paten juga memiliki seperangkat 

pedoman untuk menyimpan atau 
mendepositkan contoh-contoh jasad renik 

pada IDA dengan permohonan Patent 
Cooperation Treaty. 
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bioteknologi, yaitu Invensi-invensi mengenai 
mikroorganisme atau jasad renik diatur dalam 
ketentuan-ketentuan khusus. Dalam persetujuan TRIPs, 
berdasarkan  Pasal 27 ayat (3) huruf b merupakan 
kewajiban untuk memberikan perlindungan Paten bagi 
‘mikroorganisme’ dan proses ‘mikrobiologis’. Terminologi 
‘micro-organisms’ tidak dijabarkan di dalam Persetujuan 

negara, terminologi atau istilah mikroorganisme tidak 
dijabarkan secara jelas, sehingga terdapat �eksibilitas 
dalam menentukan apa yang dapat dipatenkan 
dalam mikroorganisme.20 Mikroorganisme yang dapat 
dipatenkan dapat dianggap bahwa produksi itu dilakukan 
dengan campur tangan manusia, dimana intervensi tidak 
jelas dan lebih lanjut bahwa mereka tidak melibatkan 
proses dasar biologisnya. Mikroorganisme semacam 
ini tidak diragukan lagi dalam memenuhi kriteria dari 
sesuatu yang baru, langkah inventif dan kegunaan atau 
aplikasi industri. Paten Mikroorganisme tersebut dapat 
mencakup virus transgenik, sub-virus partikel, plasmid, 
bakteri, actinomycetes, ragi, jamur, dan parasit.

Banyak negara telah mempertimbangkan bahwa 
mikroorganisme alami merupakan suatu yang 
tidak dapat dipatenkan. Tetapi negara-negara maju 

berbagi pandangan bahwa jika zat alami termasuk 
mikroorganisme yang diisolasi untuk pertama kalinya 
dalam bentuk atau kemurnian yang tidak terjadi secara 
alami, jika mikroorganisme tersebut telah teridenti�kasi 
secara jelas dan jika mereka memiliki aplikasi industri, 
maka hal ini bisa menjadi subjek dari Paten. 

The Budapest Treaty on the International Recognition of 
the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent 
Procedure.

Traktat internasional dengan judul “The Budapest 
Treaty on the International Recognition of the Deposit of 
Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure atau 
Traktat Budapest adalah traktat tentang Pengakuan 
Sistem Penyimpanan Mikroorganisme untuk Tujuan 
Prosedur Paten yang diadopsi pada Konferensi 

21 Traktat Budapest 
mengatur tentang penyimpanan jasad renik pada 

Penyimpanan Internasional atau International Depository 
Authority (IDA), dimana penyimpanan diperlukan untuk 
memenuhi persyaratan deskriptif dari undang-undang 
Paten bagi Invensi-invensi yang melibatkan jasad renik 
atau penggunaan dari suatu jasad renik.22 International 
Depositary Authority (IDA) untuk jasad renik yang diakui 
oleh Kantor Paten adalah lembaga-lembaga yang telah 
diakui menurut Budapest Treaty.

Setiap negara Anggota dari Konvensi Paris dapat menjadi 
Anggota dari Traktat Budapest dengan memenuhi syarat 

16 Traktat Budapest.23 Berdasarkan Traktat Budapest, 

Negara Anggota yang mengijinkan atau mengharuskan 
penyimpanan suatu jasad renik untuk tujuan-tujuan 
permohonan pendaftaran Paten harus mengakui 
bahwa untuk tujuan permohonan pendaftaran Paten, 
penyimpanan suatu jasad renik pada International 
Depository Authority (IDA) tidak membedakan lokasi 
penyimpanan. 

Lembaga-lembaga tempat penyimpanan jasad renik 
diharuskan menyimpan aneka ragam jasad renik, animal 
viruses (virus hewan), fungi (jamur), cell cultures (kultur sel), 
moulds (bahan adonan), yeasts (ragi), plasmids (plasmid), 
protozoa (protozoa), seeds (biji-bijian), animal embroys 
(emberio hewan
(lima) tahun setelah permohonan paling terakhir untuk 
contoh jasad renik dan paling sedikit 30 (tiga puluh) 
tahun setelah tanggal original atau asli diterimanya 
penyimpanan contoh jasad renik. Contoh jasad renik 
dalam bentuk dan kondisi yang khusus harus disimpan 
pada suatu IDA sebelum permohonan pendaftaran Paten 
diajukan.  Setiap Kantor Paten memiliki prosedur yang 
ditegaskan mengenai hal ini. Patent Cooperation Treaty 
atau Traktat Kerja Sama Paten juga memiliki seperangkat 
pedoman untuk menyimpan atau mendepositkan 
contoh-contoh jasad renik pada IDA dengan permohonan 
Patent Cooperation Treaty. 

Tabel 3 adalah mengenai ‘Daftar Negara yang menjadi 
Anggota Traktat Budapest’ terhitung sejak bulan Januari 

1.   Albania 21. Dominican Republic

2.   Armenia 22. El Salvador

3.   Australia 23. Estonia

6.   Bahrain 26. Georgia

7.   Belarus 27. Germany

9.   Bosnia and Herzegovina 29. Guatemala

10. Brunei Darussalam 30. Honduras

11. Bulgaria 31.Hungary

12. Canada 32. Iceland

13. Chile 33. India

16. Croatia 36. Italy

17. Cuba 37. Japan

19. Democratic People’s 
      Republic of Korea 39. Kazakhstan

20. Denmark

Tabel 3. Budapest Treaty on the International 
Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 
Purposes of Patent Procedure - Status on April 1, 2015 25
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pelajar dan mahasiswa sampai dosen berkunjung dan 
bertanya mengenai sistem KI di Indonesia.

Acara yang sangat meriah ini mendapatkan apresiasi dari 
Menteri Perdagangan Thomas Lembong di mana pada 
saat pembukaan mengatakan “Saya apresiasi pameran 
kreatif ini, produk-produk yang dipamerkan ini saya yakin 
dapat bersaing di pasar Internasional.” Pesan lain yang 
disampaikan adlaah agar semangat sebagai kota kreatif 
yang diusung Kota Malang harus memiliki standar mutu 
yang bercita rasa internasional guna bisa menembus 
persaingan pasar global. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah 
berpartisipasi mengikuti kegiatan pameran yang 
diselanggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Malang, 
yakni Malang City Expo 2016. Diseminasi di bidang KI 
merupakan salah satu dari beberapa kebijakan strategis 
yang ditetapkan oleh DJKI untuk menunjang pelaksanaan 
sistem KI yang baik. Sebagai institusi pemerintah yang 
bertanggung jawab dalam koordinasi dan administrasi 
sistem KI di Indonesia, tugas DJKI adalah memberikan 
dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan 
segala aspek KI kepada masyarakat di seluruh Indonesia. 

Acara pameran dibuka oleh Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong pada 
tanggal 1 April 2016. Acara yang berlangsung di Stadion 

dan Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) Ke-2. 
Tema yang diusung kali ini adalah “Membangun Kota 
dengan Ekonomi Kreatif.” dan berisi aneka pameran 
berbagai produk industri, perdagangan, bisnis, investasi, 
pariwisata, ekonomi kreatif, potensi daerah, produk 

Kehadiran DJKI dalam acara ini sungguh sangat 
diharapkan oleh para pemangku kepentingan maupun 
para pelaku usaha dan masyarakat setempat. Ini 
merupakan kegiatan yang sangat strategis sebagai upaya 
menumbuhkan pemahaman dan minat masyarakat 
terhadap pentingnya kekayaan intelektual. Antusiasme 
masyarakat Kota Malang dan sekitarnya begitu tinggi 
terhadap perlindungan kekeyaan intelektual. Hal ini 
nampak dari banyaknya jumlah pengunjung stan 

PARTISIPASI DJKI DALAM PAMERAN 
“MALANG CITY EXPO 2016”
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Triayu Ratna Dewi

Triayu sebagai konsultan HKI aktif, berpendapat bahwa 
pelayanan yang diberikan oleh DJKI sudah banyak 
mengalami peningkatan dan masyarakat sudah semakin 
mudah untuk memperoleh informasi dan melakukan 
pendaftaran KI. Namun demikian, usaha tersebut 
menurutnya masih perlu ditingkatkan terutama terkait 
proses pelayanan pencetakan serti�kat yang terkadang 
masih terdapat kendala. Ia berharap hal ini akan menjadi 
fokus DJKI kedepannya sehingga masyarakat dapat 
menikmati layanan yang baik dan maksimal dari DJKI.

mengapresiasi pelayanan loket DJKI yang saat ini sudah 
baik. Fasilitas loket yang rapi dan informatif dengan 
berbagai fasilitas seperti customer service dan veri�kator 
serta fasilitas lainnya. Triayu menambahkan tentang 
komitmen DJKI sebagai bagian dari pemerintah untuk 
dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan 
akuntabel kepada masyarakat terkait pendaftaran dan 
perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari 
pelayanan publik.

Terkait layanan pendaftaran online yang disediakan oleh 
DJKI, Triayu mengungkapkan bahwa fasilitas seperti 
ini memang sudah menjadi kewajiban DJKI bahkan 
merupakan kewajiban dari semua negara yang memiliki 
komitmen atas perlindungan kekayaan intelektual 
terutama bagi negara-negara yang sudah atau memiliki 
prioritas terhadap pendaftaran KI secara internasional. 
Protokol Madrid dan kawasan perdagangan APEC, AEC 

HKI harus bisa adaptasi dengan kondisi dan situasi di era 
global, pekerjaan konsultan sebenarnya banyak tidak 
cuma mendaftarkan saja, jadi anggaplah ini sebuah 
tantangan untuk meningkatkan ilmu, wawasan dan 
keahlian supaya tetap bisa eksis.

Lebih lanjut Triayu mengungkapkan perlunya 
mengantisipasi permasalahan yang timbul sehubungan 
dengan fasilitas pendaftaran online seperti terjadinya 
kesulitan mengakses pada saat sibuk. “Hal ini harus 
diantisipasi dari awal oleh DJKI agar tidak terjadi 
hambatan”, ungkapnya. Satu lagi terkait fasilitas 
pendaftaran online, Triayu menyarankan agar dilakukan 
sosialisasi termasuk praktek cara menggunakannya bagi 
para pejabat, fasilitator dan para pemohon di daerah yang 
masih minim informasi. Ia juga memberi masukan agar 
DJKI serius dan berkomitmen tinggi dalam membangun 
sistem pelayanan pendaftaran online. Layanan online 
ditujukan untuk kepraktisan dan kemudahan, artinya 
apabila sistem online sudah terbentuk dengan baik 
cukup dilakukan layanan via satu pintu saja, tidak perlu 
lagi ada layanan manual.

Triayu Ratna Dewi, dosen pada fakultas hukum dan 

menjadi partner dari Firma Merdeka Consultant. Sesuai 
namanya, wanita berparas ayu yang mempunyai hobi 
traveling dan �tness ini ternyata aktif memanfaatkan 
fasilitas pendaftaran online kekayaan intelektual yang 
disediakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
(DJKI). Ia mendapatkan penghargaan sebagai Pengguna 
Terbaik Aplikasi Daring Kekayaan Intelektual  (Pencatatan 

HAM pada Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2016 
yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden tanggal 

MARI 
MANFAATKAN 
FASILITAS 
ONLINE 
KEKAYAAN 
INTELEKTUAL
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tertentu adalah jasad renik yang dapat dimintakan 
Paten dan bukan termasuk dalam jenis penemuan 
yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31

Cara Permintaan Paten, mengatur bahwa apabila nama 
jasad renik, tanggal penyerahannya untuk disimpan, 
nama lembaga penyimpanan dan nomor penyimpanan 
jasad renik tersebut tidak dicantumkan pada deskripsi 
dalam permintaan paten yang bersangkutan, maka 
keterangan tersebut wajib disampaikan kepada Kantor 
Paten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

mengatur bahwa penyampaian keterangan mengenai 
jasad renik sebagaimana dimaksud ayat 2 dianggap 
sebagai persetujuan tanpa syarat dari orang yang 
mengajukan permintaan Paten kepada setiap orang yang 
pada saat atau setelah pengumuman permintaan Paten, 
mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Paten 
untuk memperoleh contoh jasad renik yang disimpan 
tersebut. Sekalipun orang yang mengajukan permintaan 
Paten dianggap menyetujui untuk memberikan contoh 
jasad reniknya apabila ada orang yang mengajukan 
permintaan untuk itu, pengeluaran contoh tersebut oleh 
lembaga tempat penyimpanan tetap memerlukan ijin 
tertulis dari Kantor Paten.32

Lembaga atau lembaga-lembaga penyimpanan contoh 

ayat (1) huruf a tersebut di atas adalah lembaga-lembaga 
yang diakui menurut Persetujuan Budapest Tahun 

(Budapest Treaty on the International Recognition 
of Deposit of the Microorganism).29 Pemberian contoh 
jasad renik kepada orang yang memerlukan hanya 
dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Kantor 
Paten yang mengijinkan dikeluarkannya contoh tersebut 
dari lembaga tempat penyimpanannya. Permintaan 
untuk mendapatkan persetujuan Kantor Paten diajukan 
secara tertulis kepada Kantor Paten dengan dilengkapi 
pernyataan, yaitu:34

a. Tidak akan memindah-tangankan contoh jasad 
renik tersebut kepada orang lain sampai dengan 
permintaan Paten tersebut ditarik kembali atau 
ditolak atau sampai dengan berakhirnya jangka 
waktu Paten apabila Paten telah diberikan;

b. Hanya semata-mata digunakan untuk keperluan 
percobaan saja sampai dengan permintaan Paten 
tersebut ditarik kembali, atau dianggap ditarik 
kembali atau sampai dengan diberikannya Paten 
untuk penemuan Paten yang bersangkutan.

Dalam hal permintaan untuk mendapatkan contoh jasad 
renik telah disetujui oleh Kantor Paten, maka persetujuan 
tersebut harus segera diberitahukan kepada orang yang 
mengajukan permintaan Paten yang bersangkutan.  

IV.  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991  
  Tentang Tata Cara Permintaan Paten

Tentang Tata Cara Permintaan Paten 
 mengatur bahwa:30

(1)  Dalam hal deskripsi mengenai suatu penemuan 
menyangkut jasad renik tertentu, sedangkan jasad renik 
itu belum mungkin diungkapkan atau tersedia bagi 
masyarakat pada saat pengajuan permintaan Paten, 
maka deskripsi seperti itu tetap dapat diterima apabila 
deskripsi tersebut mengungkapkan secara lengkap dan  
jelas cara penggunaan jasad renik dan sejauh dipenuhi 
syarat-syarat:
a.  Contoh jasad renik tersebut telah disampaikan untuk 

disimpan pada lembaga penyimpanan jasad renik 
yang diakui oleh Kantor Paten sebelum permintaan 
paten diajukan atau sebelum tanggal penerimaan 
permintaan Paten diberikan;

b.  Permintaan paten yang diajukan tersebut 
mencantumkan penjelasan secukupnya mengenai 
ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang 
bersangkutan;

c.  Nama jasad renik, tanggal penyerahannya untuk 
disimpan, nama lembaga penyimpanan dan  nomor 
penyimpanan jasad renik tersebut dicantumkan 
pada deskripsi dalam permintaan paten yang 
bersangkutan;

Orang yang mengajukan 
permintaan Paten tersebut 
wajib melampirkan serti�kat 
penyimpanan jasad renik yang 
dikeluarkan oleh lembaga-
lembaga penyimpanan contoh 
jasad renik yang bersangkutan. 

Serti�kat tersebut harus dapat 
disampaikan kepada Kantor Paten 
selambat-lambatnya 3 (tiga) 
bulan sejak Tanggal Penerimaan 
Permintaan Paten atau untuk 
permintaan dengan hak prioritas 
tidak melampaui jangka waktu 
atau periode Prioritas.
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Permohonan Paten, secara garis besar harus dilampiri 
persyaratan-persyaratan sebagaimana terdapat pada 

harus memuat judul Invensi, klaim yang terkandung dalam 
Invensi, deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap 
memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi, 
gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan 
untuk memperjelas Invensi, dan abstrak Invensi.29 

Permohonan juga harus dilampiri persyaratan yaitu 
melampirkan surat bukti penyimpanan jasad renik. 
Invensi yang berkaitan dengan mikroorganisme atau 
jasad renik dapat didaftarkan sebagai Paten, baik 
itu untuk Paten produk maupun Paten proses yang 
melibatkan mikroorganisme, atau jasad renik itu sendiri. 
Permintaan Paten yang diajukan harus mencakup 
semua aspek (karakteristik) jasad renik yang diketahui 
oleh yang mengajukan permintaan Paten tersebut. 

wajib melampirkan serti�kat penyimpanan jasad renik 
yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penyimpanan 
contoh jasad renik yang bersangkutan. Serti�kat tersebut 
harus dapat disampaikan kepada Kantor Paten selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan 
Permintaan Paten atau untuk permintaan dengan hak 
prioritas tidak melampaui jangka waktu atau periode 
Prioritas. Contoh Serti�kat jasad renik yang bersangkutan 
harus memuat: a) nama jasad renik; b) nama lembaga-
lembaga penyimpanan jasad renik yang dipilih; dan 
c) nomor dan tanggal penyimpanan jasad renik yang 
bersangkutan.

III.  Undang-undang Nomor 14  Tahun 2001  
  Tentang Paten

2001 Tentang Paten, ketentuan Pasal 7 mengatur 
Invensi-invensi yang tidak dapat diberi Paten, yaitu:27 

a. Proses atau produk yang pengumuman dan 
penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau 
kesusilaan;

b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan 
dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap 
manusia dan atau hewan;

c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan 
matematika; atau

d. i.  Semua makhluk hidup, kecuali  jasad renik;
 ii. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi  
 tanaman/hewan, kecuali proses  non-biologis atau  
 proses mikrobiologis.

makhluk hidup dalam huruf d butir 
(i) mencakup manusia, hewan atau tanaman, sedangkan 
yang dimaksud dengan jasad renik adalah makhluk hidup 
yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat 
secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan 
mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri.  
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Tak hanya sampai di situ, Melitta terus mengembangkan 
teknik baru untuk memperbaiki bentuk dan performa 
paper �lter-nya.  Dia juga merevisi material dan proses 
produksi sistem �lter paper co�ee 
�lter berwarna natural brown yang dibuat dari pulp/ 
bubur kertas tanpa pemutih (unbleached pulp) mulai 
diperkenalkan, sebuah produk pertama tanpa pemutih 
yang tak diinginkan lingkungan.  Pada 1992, menanggapi 
popularitas paper �lter putih, Melitta mengembangkan 
proses pemutihan dengan oksigen untuk menghasilkan 
kertas putih tanpa klorin.

Melitta Bentz tetaplah pioneer yang dengan jenius 
menemukan penyaring kopi yang awalnya hanya untuk 
menghilangkan pahit pada kopi yang dia nikmati sendiri.

Ada berbagai cara untuk mendapatkan secangkir kopi 
yang nikmat.  Bisa dengan menggunakan mesin Espresso, 
menggiling biji kopi dengan lesung dan alu atau mesin 
penggiling kopi, dan lain-lain.  Perkembangan dunia 
kopi tak pernah berhenti dari ratusan tahun lalu hingga 
saat ini.  Cara seduh, tren serta kemunculan alat-alat kopi 
sepertinya terus berkembang seiring dengan kebutuhan 
penikmat kopi yang semakin hari semakin kompleks.

pour 
over) sendiri, alat-alat seduhnya kerap bermunculan.  
Bukan hanya alat seduh, kertas saring (paper �lter) yang 
kerap digunakan juga ternyata mengalami evolusi dari 
dulu hingga sekarang.  Tanpa paper �lter, mungkin kopi 
yang dihasilkan dengan metode pour over takkan pernah 
senikmat sekarang. Tapi siapakah yang pertama kali yang 
dengan jeniusnya menemukan paper �lter?

Adalah Amalie Auguste Melitta Bentz, seorang ibu rumah 

yang ternyata pertama kali menciptakan penyaring kopi.  

yang kemudian dia patenkan dengan nama “Filter Top 
Device” lalu dikenal menjadi “Paper Filter”.  Patennya 

dia juga mendirikan perusahaannya dengan nama yang 
sama di tahun yang sama.

Perjalanan Melitta dengan penyaring kopinya belum 
selesai.  Pada 1930, Melitta mengubah penyaring kopinya 
dengan bentuk yang meruncing dan kerucut serta 
menambahkan beberapa sudut.  Hal ini akan menciptakan 
area �ltrasi yang lebih besar dan memungkinkan untuk 
meningkatkan ekstraksi dari bubuk kopi.  Pada 1936, 
paper �lter yang berbentuk kerucut yang muat ke dalam 
penyaring runcing di atasnya diperkenalkan.  Filter yang 
dilabeli 102 ini menjadi �lter yang paling popular pada 
masa itu.

Sumber Tulisan & Gambar :

KERTAS PENYARING KOPI (Paper Filter)

Amalie Auguste Melitta Bentz
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DAFTAR PUSTAKA
Ahmad.Z. Purba, 

Correa, Carlos, 

,
Hukum Hak Cipta

Drahos, Peter, , Dorthmouth Publishing, 

,

,

, 

dalam

, dalam

Muhammad, Abdul Kadir

, Bina ilmu, 

Saidin, OK,

.Austlii.edu.au

Sulaeman Kamil, , 

Sumber Tulisan & Gambar :
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Pasal 1 CBD 

11 Bambang Kesowo, 
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Jika pemohon menegaskan bahwa lembaran yang 
berisi referensi mikroorganisme yang disimpan tersebut 
menjadi bagian dari deskripsi, maka lembaran tersebut 
harus dimasukkan pada akhir deskripsi dan diberi nomor 
kembali sesuai dengan Section 207. Kantor Penerima 
dapat memberi nomor kembali lembar-lembar baru 

check 
list mungkin perlu diperbaiki dan diharuskan membayar 
biaya tambahan apabila melebihi 30 lembar (paragraf 

Jika pada situasi yang digambarkan di atas pemohon 
tidak menanggapi pemberitahuan dari Kantor Penerima, 
proses permohonan internasional tetap berlanjut dan 
Kantor Penerima tidak perlu melakukan tindakan lebih 
lanjut mengenai hal ini.

Setiap lembar terpisah berisi referensi mikroorganisme 
yang  disimpan atau bahan biologis lainnya yang diterima 
oleh Kantor Penerima setelah pengiriman salinan catatan 
ke Biro Internasional harus segera dikirimkan kepada 
Biro Internasional sehingga dapat diterima sebelum 
persiapan teknis untuk publikasi internasional dilakukan 

Persyaratan mengenai lembar berisi 
referensi mikroorgansime atau bahan 
biologis lainnya
      
Apabila lembar yang berisi referensi dari 
mikroorganisme disimpan atau bahan biologis 
lainnya merupakan bagian dari deskripsi, 
maka harus menggunakan bahasa pada saat 
mengajukan pendaftaran, atau diperlukan 
terjemahan dari permohonan internasional 

menggunakan bahasa pada saat mengajukan 
pendaftaran dan bahasa terjemahan. Jika 
Kantor Penerima memberitahukan bahwa 
lembaran tersebut tidak dilengkapi dengan 
terjemahan, Kantor Penerima akan segera 

terjemahan dari lembaran tersebut.

Sejak tahun 1977 hingga saat ini sudah 
terdapat 26 Permohonan pendaftaran Paten 
untuk Invensi jasad renik yang diajukan pada 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 
yang Pemohonnya adalah berasal dari luar 
negeri. 10 Permohonan Paten diantaranya 
sudah diberikan Paten. Hingga saat ini 
Indonesia belum merati�kasi Traktat Budapest 
dan belum terdapat lembaga atau institusi 
tempat penyimpanan jasad renik sesuai 
standar internasional dimana penyimpanan 
diperlukan untuk memenuhi persyaratan 

Invensi-invensi yang melibatkan jasad renik 
atau penggunaan dari suatu jasad renik 
berdasarkan Traktat Budapest.

Dengan belum dirati�kasinya Traktat Budapest 
menimbulkan kendala bagi Penemu atau 
Inventor Indonesia yang menghasilkan Invensi 
dalam jasad renik, maka Invensi tersebut 
tidak dapat diajukan permohonan Patennya 
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
karena persyaratan yang mengharuskan 
penyimpanan suatu jasad renik pada 
lembaga penyimpanan yang sesuai standar 
internasional Traktat Budapest untuk tujuan 
permohonan Paten belum tersedia di 
Indonesia. 

Sebagaimana tujuan dari Patent 
Cooperation Treaty atau Traktat Kerja 
Sama Paten yaitu menyederhanakan 
dan menyumbang secara lebih 
ekonomis cara memperoleh 
perlindungan untuk Invensi-invensi 
di beberapa negara dan untuk 
memfasilitasi serta mempercepat akses 
oleh masyarakat terhadap informasi 
teknis yang dimuat dalam dokumen-
dokumen yang menggambarkan 
Invensi-invensi baru, Patent Cooperation 
Treaty atau Traktat Kerjasama Paten 
memiliki Pedoman Kantor Penerima 
PCT untuk Penyelesaian Permohonan 
Internasional oleh Kantor Penerima 
Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, 
khususnya pada Chapter X - References 
to Deposited Microrganisms or other 
Biological Material.
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V. Patent Cooperation Treaty

Sebagaimana tujuan dari Patent Cooperation Treaty36atau 
Traktat Kerja Sama Paten yaitu menyederhanakan dan 
menyumbang secara lebih ekonomis cara memperoleh 
perlindungan untuk Invensi-invensi di beberapa negara 
dan untuk memfasilitasi serta mempercepat akses oleh 
masyarakat terhadap informasi teknis yang dimuat dalam 
dokumen-dokumen yang menggambarkan Invensi-
invensi baru, Patent Cooperation Treaty atau Traktat 
Kerjasama Paten memiliki Pedoman Kantor Penerima 
PCT untuk Penyelesaian Permohonan Internasional 
oleh Kantor Penerima Berdasarkan Traktat Kerja Sama 
Paten, khususnya pada Chapter X - References to Deposited 
Microrganisms or other Biological Material.37

Chapter 10 Patent Cooperation Treaty secara umum 
mengatur bahwa apabila permohonan internasional 
berkaitan dengan mikroorganisme yang disimpan atau 
materi biologis lainnya, bukan merupakan tanggung 
jawab Kantor Penerima untuk memeriksa apakah petunjuk 
mengenai adanya mikroorganisme yang disimpan atau 
bahan biologis lainnya tersebut harus dibuat dalam 
permohonan itu sendiri atau dalam kaitannya dengan itu. 
Namun, dengan telah dilengkapinya referensi tersebut, 
Kantor Penerima akan memeriksa sejauh diuraikan di 
bawah ini dan dalam kasus-kasus tertentu meminta 
Pemohon untuk memperbaikinya atau menghendaki 
Pemohon untuk memberikan perhatian khusus pada 
keadaan tertentu.

Referensi untuk Mikroorganisme yang Disimpan atau 
Materi Biologi Lain sebagai Bagian dari Deskripsi

Hukum nasional dari negara-negara tertentu 
mensyaratkan bahwa referensi untuk mikroorganisme 
yang disimpan atau bahan biologis lainnya dilengkapi 
sesuai Aturan 13bis.3 (a) disertakan dalam deskripsi 

indikasi diajukan pada lembar terpisah seperti Formulir 

tersebut sebagai lembar deskripsi (sebaiknya pada akhir 
deskripsi dalam seri kedua sebagaimana dimaksud dalam 
Section 207).39 Dalam kasus seperti itu, check-box di 
Kotak Nomor IX dari permintaan mengacu pada indikasi 
yang terpisah yang berkaitan dengan mikroorganisme 
yang disimpan atau bahan biologis lainnya tidak perlu 
ditandai. Apabila referensi pada mikroorganisme yang 
disimpan atau bahan biologis lainnya dibuat pada lembar 
terpisah, sebaiknya lembar tersebut dilengkapi dengan 
permintaan dan mengacu pada yang terdapat dalam 
check list (Section 209 (a)).

Apabila lembaran-lembaran berisi referensi mikroorganisme 
yang disimpan atau bahan biologis lainnya sebagaimana 
dide�nisikan dalam Aturan 13bis didaftarkan pada tanggal 
yang sama sebagai permohonan internasional, tetapi 
terpisah dari deskripsi, maka lembaran tersebut tidak diberi 
nomor sebagai bagian dari permohonan internasional 

dapat meminta pemohon agar memahami bahwa hukum 
nasional dari negara-negara tertentu mensyaratkan indikasi 
yang bersangkutan disertakan dalam deskripsi.
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untuk menyelesaikan menghubungkan satu ujung kabel 
daya tiga fasa, hanya diperlukan satu operasi dengan 
demikian menambah e�siensi kerja.

Penemuan ini menyediakan suatu penyambung kabel 
daya tiga fasa jenis tancap, yang mencakup suatu badan 
utama (1) yang mempunyai paling sedikit dua soket (2), 

jumlah soket (2). Bagian luar dari badan utama (1) dan 

bagian dalamnya mempunyai bagian pengantar antara 
(3). Tiap soket (2) dari badan utama (1) disediakan di 
dalamnya dengan tiap lubang sisipan (13), yang saling 
diisolasi dan diberikan kepada bagian pengantar antara 
(3), berturut-turut. Tiap lubang sisipan (13) pada ujung 
dalamnya mempunyai suatu dudukan penghubung 
(6) yang dihubungkan dengan bagian pengantar dan 

isolator, dan selanjutnya mempunyai suatu selongsong 

pengantar. Setelah disisipkan ke dalam lubang sisipan 

dalamnya dengan rangkaian pengunci (21) dalam badan 
utama (1). Lapisan  pelindung untuk jalur pengantaran 
dari ketiga fasa disusun dalam isolator dari badan utama 

INFORMASI PATEN

Permohonan Paten diajukan oleh Xu, Xiaoying dari China 
dengan nomor permohonan W20000373, diajukan 

diberikan paten 21 Februari 2003 dengan nomor paten 

selama 20 tahun, status Batal Demi Hukum.

INVENSI PATEN

Invensi ini menyediakan suatu sambungan kabel daya 
tiga fasa sehingga saling menghubungkan kabel daya 
tiga fasa dapat dilaksanakan hanya oleh satu sambungan. 

Penemuan ini dilatarbelakangi oleh sambungan 
kabel daya yang selama ini ada masih mempunyai 
kelemahan, diantaranya satu sambungan hanya dapat 
digunakan untuk menghubungkan satu fasa dari kabel 

dengan menggunakan tiga sambungan yang memakai 
sambungan tancap ini. 

Sambungan kabel daya tiga fasa menurut penemuan 
ini mempunyai keuntungan. Sambungan tancap suatu 
ujung dari suatu kabel daya tiga fasa dapat dilakukan 
hanya oleh satu sambungan. Kabel yang disambung 
mempunyai pro�l sambungan yang kecil. Tambahan lagi, 

PENYAMBUNG 
KABEL DAYA 
TIGA FASA 
JENIS TANCAP
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(3) Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan 
sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak dianggap sebagai 
pelanggaran jika dilakukan berdasarkan pertimbangan 
pelaksanaan teknis.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses 
terhadap  suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, 
penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan 
dalam membaca atau pengguna huruf braille, buku 
audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran 
kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta 
sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila 
penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada 
ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang 
paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, 
meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian 
seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran 
Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai 
pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau 
dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas 
untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk 
untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup 
pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian 
dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari Penciptanya. 

Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan 
Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak 
dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya 
tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan 
yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, 
dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama 
Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit 

wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah 
suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan 
dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.
Dari analisa tersebut diatas dapat dikatakan bahwa 

hak cipta telah memberikan perlindungan hukum 
yang memadai terhadap karya cipta dan pemilik atau 
pemegang hak cipta. 

Terkait dengan perlindungan hukum atas ekspresi 

telah memberikan perlindungan hukum  yang memadai 
untuk  ekspresi budaya tradisional khususnya folklore.

sebenarnya sudah memberikan perlindungan tentang 
ekpresi budaya tradisional walaupun masih kurang 
memadai.

Pasal 10 
1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan 
prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil 
kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti 
cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan 
tangan, koreogra�, tarian, kaligra�, dan karya seni lainnya.

tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara 
Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari 
instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam pasal 
tersebut diatas sebagai berikut: 
Pertama, de�nisi foklore dalam penjelasan pasal 
demi pasal disebutkan Folklore dimaksudkan sebagai 
sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh 
kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, 
yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya 
berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau 
diikuti secara turun temurun, termasuk:
a. cerita rakyat, puisi rakyat;
b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-
ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, 
pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.21

Folklore dalam ketentuan tersebut diatas mencakup 
hal yang luas dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia, 
dengan demikian dapat diasumsikan bahwa setiap 
daerah memiliki kekayaan budaya lokal masing-masing. 
Kedua, berkaitan dengan kepemilikan Hak Cipta atas 
Folklore, dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa 
negara adalah pemegang Hak Cipta dengan tujuan 
agarpemerintah dapat mencegah adanya monopoli 
atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau 
pemanfaatan komersial tanpa seizin pemerintah 
Indonesia, ketentuan ini dimaksudkan untuk 
menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak 
nilai kebudayaan tersebut. Ketentuan pasal tersebut 
pada kenyataannya  sulit dilaksanakan hal ini disebabkan 
setiap daerah memiliki kekayaan folklore masing-masing, 
dan daerah lah yang paling tahu potensi komersialisasi 
atas folklore sehingga idealnya pemerintah daerah  yang 
dapat melakukan pengawasan atas folklore. 
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Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) 
merupakan hal yang belum disepakati secara formal 
dalam Perjanjian Trade Related Aspects on Intellectual 
Property Rights (TRIPs). Pengetahuan Tradisional juga 
masih mengundang berbagai macam kontroversi 
terutama menyangkut pengakuan, perlindungan hukum 
dan pemanfaatannya baik di tingkat nasional maupun 
internasional. 
 
Terkait dengan hal tersebut Karya topeng Malang adalah 
salah satu bentuk Pengetahuan Tradisional yang harus 
dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dirumuskan 
dalam permasalahan sebagai berikut: Prinsip hukum 
apakah dalam perjanjian internasional serta aturan 
perundang-undangan nasional  yang dapat dijadikan 
dasar pengaturan bagi  Pemerintah untuk memberikan 
perlindungan hukum atas karya Wayang topeng malang 
sebagai upaya pengakuan dan pelestarian pengetahuan 
tradisional? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dengan 
menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan 
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 
approach), pendekatan perbandingan (comparative 
approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) 
maka Prinsip hukum dalam berbagai perjanjian 
internasional yang diikuti oleh pemerintah Indonesia 
seperti: Tunis Model Law for Developing Country, 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples  2007 

pada umumnya memuat prinsip hukum yang berkaitan 
dengan pengakuan, kepemilikan, hak komunal, izin 
pemanfaatan, pembagian keuntungan yang adil atas 

telah mengatur perlindungan hukum karya folklore, 
namun pengaturan tersebut belum memberikan 
kejelasan tentang pengakuan, kepemilikan, hak komunal, 
izin pemanfaatan, pembagian keuntungan yang adil atas 
karya folkore.

Permasalahan tentang Pengetahuan tradisional 
(Traditional Knowledge) merupakan hal yang belum 
disepakati secara formal dalam Perjanjian Trade Related 
Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs). Pengetahuan 
Tradisional juga masih mengundang berbagai macam 
kontroversi terutama menyangkut pengakuan, 
perlindungan hukum dan pemanfaatannya baik di 
tingkat nasional maupun internasional.  

Dari sudut pandang negara-negara anggota World 
Intellectual Property Rights (WIPO) dukungan atas 
pengakuan dan perlindungan hukum atas pengetahuan 
tradisional juga sangat kuat,  karena pengakuan atas 
pengetahuan tradisional merupakan bagian dari 
identitas kultural bangsa-bangsa di dunia. Sampai saat ini  
pengelolaan pengetahuan tradisional dalam sistem yang 
berbeda merupakan hal yang sangat penting karena 
dapat meningkatkan kesejahteraan, mempertahankan 
keberlanjutan pembangunan, kehidupan kebudayaan 
dan pengetahuan bagi masa depan mereka1.

  PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA TOPENG 
MALANGAN SEBAGAI UPAYA PENGAKUAN DAN 

PELESTARIAN PENGETAHUAN TRADISIONAL 
(TRADITIONAL KNOWLEDGE )

Dr. Yuliati, S.H.,LL.M* 
Yenny Eta Widyanti, SH.,MHum*
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Hak Cipta mencoba memberikan perlindungan yang lebih 
jelas untuk ekpresi budaya tradisional dimana hak cipta 
atas ekpresi budaya tradisional dipegang oleh negara, 
sedangkan pemanfaatannya harus memperhatikan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya serta 
pengaturan tentang ekpresi budaya tradisional akan 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka perlindungan 
terhadap pengetahuan tradisional menjadi isu yang 
harus diperhatikan oleh negara-negara berkembang. 
Hal ini disebabkan, negara berkembang yang kaya akan 
pengetahuan tradisional seringkali menjadi korban dari 
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin 
mengambil keuntungan atas pengetahuan tradisional 
masyarakat lokal. Bahkan regulasi internasional yang ada 
saat ini belum memadai untuk melindungi pengetahuan 
tradisional yang ada. Dibutuhkan pengaturan sui-generis 
agar perlindungan pengetahuan tradisional dapat 
dimaksimalkan. Dalam upaya menciptakan regulasi sui-
generis, negara yang kaya akan pengetahuan tradisional 
juga harus berperan aktif dalam upaya perlindungannya 
dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 
menerapkan perlindungan defensif berupa pembuatan 
database sebagai upaya preventif atas kemungkinan 
terjadinya misappropriation.

PENUTUP
Prinsip hukum dalam berbagai perjanjian internasional 
yang diikuti oleh pemerintah Indonesia seperti: Tunis 
Model Law for Developing Country, Convention on 

the Rights of Indigenous Peoples  2007 pada umumnya 
memuat prinsip hukum yang berkaitan dengan 
pengakuan, kepemilikan, hak komunal, izin pemanfaatan, 
pembagian keuntungan yang adil atas karya folkore. 

perlindungan hukum karya folklore, namun pengaturan 
tersebut belum memberikan kejelasan tentang 
pengakuan, kepemilikan, hak komunal, izin pemanfaatan, 
pembagian keuntungan yang adil atas karya folkore.
SARAN
1. Pemerintah segera mengadakan kajian yang 
mendalam berkaitan dengan perbedaan yang prinsipil 
dalam perlindungan hukum atas karya folklore khususnya 
ekpresi budaya tradisional menurut regim hak cipta dan 
regim pengetahuan tradisional;
2. Pemerintah segera mewujudkan undang-undang 
tentang folklore khususnya ekpresi budaya tradisional 
yang berbasis pada perlindungan terbaik atas 
kepentingan para pihak, beserta peraturanpelaksananya 
sehingga aturan hukum tersebut dapat berjalan efektif.

Pemakaian secara substantif merupakan pelanggaran 
Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai 
pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau 
dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas 
untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk 
untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup 
pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian 
dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari Penciptanya. 
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Hak ekonomi ini meliputi hak penggandaan ( reproduction 
right); hak penyebarluasan (distribution right); hak adaptasi 
(adaptation Right) yang meliputi hak penerjemahan, hak 
dramatisasi, hak �lm; hak pertunjukan ( performanceRight): 
hak atas rekaman suara (Mechanical Right); hak atas 
program siaran ( broadcasting right).20

Sedangkan hak moral adalah hak  yang melekat pada 
pencipta , yaitu hak untuk selalu  dicantumkan nama 
pencipta dalam setiap ciptaannya dan  hak atas keutuhan 
ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak 

berikut:
Pasal 5

merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri 
pencipta untuk:
(a)  tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan 
namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian 
ciptaannya untuk umum;
(b) menggunakan nama aslinya atau samarannya;
(c) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan 
dalam masyarakat;
(d) mengubah judul dan anak judul ciptaan dan:
(e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi 
ciptaan, mutilasi ciptaan dan modi�kasi ciptaan atau 
hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 
reputasinya.

Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepemilikannya seperti 
hak ekonomi. Hak moral ini merupakan hak yang akan 
mengikuti karya cipta kemanapun karya cipta itu beralih, 
hak ini biasa disebut dengan Droit de suite karena tetap 
melekat pada ciptaan walaupun kepemilikan ciptaan 
tersebut sudah berpindah tangan. Sedangkan jangka 

Selain pengaturan hak moral, maka undang-undang 
ini juga mengatur tentang kontrol sarana teknologi.

adalah instrumen teknologi dalambentuk antara 
lain kode rahasia, password, bar code, serial number, 
teknologi dekripsi(decryption) dan enkripsi (encryption) 
yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.Semua 
tindakan yang dianggap pelanggaran hukum 
meliputi: memproduksi ataumengimpor atau 
menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus 
untukmeniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk 
mencegah, membatasi perbanyakan dari karya cipta.

(c). Pembatasan Hak Cipta
Pemanfaatan hak cipta tidaklah sepenuhnya bersifat 
monopoli seperti paten, karena ada pembatasan-
pembatasan dan pengecualian-pengecualian yang 
berdasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan 
masyarakat (fair dealing) yang tidak termasuk dalam 
pelanggaran hak cipta. Sebagaimana diatur dalam pasal 

Perbuatan yang Tidak dianggap sebagai pelanggaran 
hak cipta meliputi:
a. Pengumuman , pendistribusian, komunikasi dan atau 
penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan 
menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman , pendistribusian,komunikasi dan atau  
penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau 
atas nama pemerintah kecualai dinyatakan dilindungi 
oleh  peraturan perundang-undangan, pernyataan pada 
ciptaan tersebut atau ketika terhadap ciptaan tersebut 
dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi 
dan atau penggandaan;
c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya atau 
sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat 
kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan 
sumbernya harus disebut secara lengkap atau:
d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta 
melalui media teknologi informasi dan komunikasi 
yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan 
pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut 
menyatakan tidak keberatan dengan pembuatan atau 
penyebarluasan tersebut;
e. Penggandaan, pengumuman dan atau pendistribusian 
potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan 
wakil presiden, pahlawan nasional pimpinan lembaga 
negara , pimpinan kementran /lembaga pemerintah 
non kementrian, dan atau kepala daerah dengan 
memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.

(1) Penggunaan , pengambilan, penggandaan dan atau 
pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait 
secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak 
dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jia sumbernya 
disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk 
keperluan:

a. Pendidikan , penelitian, penulisan karya ilmiah, 
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan 
suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan 
yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;

b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, 
legislatif dan peradilan;

c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan atau:

d. Pertunjukan atau pementasanyang tidak dipungut 
bayaran dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari pencipta.

(2) Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang 
tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau 
keterbatasan dalam membaca atau pengguna huruf 
braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap 
sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya 
disebutkan atau dicantumkan secara lengkap , kecuali 
bersifat komersial.
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Pada dasarnya obyek yang dilindungi Hak Cipta, prosedur 
perolehan hak maupun pembatasan hak cipta sama 
dengan ketentuan-ketentuan dalam Berne Convention 
yang telah di adopsi juga oleh TRIPs. Akan tetapi satu 
hak yang menarik dari Tunis Model Law ini adalah adanya 
pengakuan atas Folklore sebagaimana dijelaskan dalam 
bagian 6 Tunis Model Law sebagai berikut:

Section 6
Works of National folklore
(1) In the case of works of national folklore, the rights 
re�ered to in the section (4) and 5 (1) shall be exercised by 
the competent authority as de�ned in section 18(1bis) sub 
section (1) shall not apply when works of national folklore 
are used by a public entity for non commercial purposes.
(2) Works of national folklore are protected by all means in 
accordance with subsection (1) without limitation in time.
(3) Copies of works of national folklore made abroad, and 
copies of translation, adaptation, arrangements or other 
transformations of works of national folklore made abroad, 
withoutthe authorization of competent authority, shall be 
neither imported nor distributed.

Ketentuan dalam  Tunis Model Law tentang folklore 
ini dianggap penting karena adanya kecenderungan 
komersialisasi folklore dari negara-negara berkembang 
secara tidak sah yang seharusnya tidak terjadi. Bagian 3 
dari Tunis Model Law ini menyatakan bahwa folklore harus 
dilindungi sebagai penghargaan atas warisan budaya, 
oleh karena itu perlu dibentuk Badan yang berwenang 
untuk memberikan perlindungan atas folklore.
 

Tunis Model Law menunjukkan karya cipta yang 
dilindungi mau tidak mau merujuk pada kualitas, tujuan 
ataupun kepatutan dari karya cipta itu. Hal yang sama juga 
berlaku bagi karya cipta yang memiliki nilai immaterial 
baik yang memiliki tujuan budaya ataupun semata-

karya cipta yang semula dilindungi dengan Hak Cipta 
yang merupakan bentuk khusus yang diproduksi secara 
massal bahkan yang masuk kategori desain atau model 
harus dilindungi menurut hukum nasional masing-
masing negara.
 
Bagian 6 Tunis Model Law menjelaskan bahwa tujuan 
dari ketentuan ini adalah mencegah penggunaan  atau 
pemanfaatan secara tanpa hak dan tanpa izin dari warisan 
budaya yang dikenal sebagai folklore, yang tidak saja 
dapat menghasilkan keuntungan ekonomi akan tetapi 
juga sebagai peninggalan yang berkaitan erat dengan 
karakter individu atau rakyat. Dengan alasan ini, maka 
folklore juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, 
juga hak moral dan hak ekonomi jika karya folklore ini di 
manfaatkan. Perlindungan atas folklore berlaku selamanya 
tanpa ada batasan waktu oleh badan yang berwenang 
secara nasional yang memberdayakan atau mewakili 
komunitas masyarakat pemilik folklore tersebut. Badan 
yang berwenang tersebut juga bertanggung jawab atas 
pengelolaan folklore di negara yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

A. PRINSIP HUKUM DALAM PERJANJIAN 
INTERNASIONAL YANG MENJADI DASAR 
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN 
TRADISIONAL

1. The Tunis Model Law On Copyrights 
 for Developing Countries
Salah satu upaya masyarakat internasional dalam 
memberikan pengakuan atas folklore adalah Konferensi 
Diplomatik Stockholm 1967, yang dalam salah satu 
rekomendasinya menetapkan perlu diberikannya 
perlindungan hukum terhadap perwujudan suatu 
Folklore 

yang diterbitkan oleh Pencipta yang tidak diketahui, 
yang dianggap sebagai warga negara dari negara 
peserta Konvensi Bern. Negara bersangkutan akan 
menunjuk Badan Berwenang dalam negaranya untuk 
mewakili pencipta yang tidak diketahui dan melindungi 
ciptaan-ciptaannya. Badan berwenang yang dibentuk 
ini harus dilaporkan keberadaannya kepada WIPO (World 
Intellectual Property Organization). Akan tetapi Badan 
Berwenang yang ditunjuk Pemerintah untuk mewakili 
Pencipta yang tidak diketahui sebagaimana ditetapkan 

melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui 
penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai Folklore, 

untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi 
internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan Folklore 
telah dimuat dalam Tunis Model Law on Copyright for 
Developing Countries.

World Intellectual  Property Organization (WIPO) 
mengadakan “Round Table on Intellectual Property and 
Traditional Knowledge”: yang membahas kemungkinan 
menggunakan sistem KI untuk melindungi Karya 
Intelektual Tradisional. Terdapat beberapa asumsi pokok 
mengenai karya intelektual tradisional, yaitu:7
1. Karya intelektual tradisional bersifat dinamis dan  
 terus mengalami evolusi
2.  
 terdokumentasi
3. Terdapat tanggung jawab kolektif dan “kepemilikan”  
 yang lebih ditujukan pada upaya “pelestarian”

Penggunaan karya intelektual tradisional cenderung  
 lebih mengandalkan soal etika dan “bene�t sharing” di  
 dalam komunitas sendiri.

The Tunis Model Law menawarkan dua model dengan 
ketentuan bahwa model pertama selaras dengan 
ketentuan dalam Berne Convention versi 1971 (revisi Paris) 
dan model kedua selaras dengan ketentuan yang dapat 
diikuti baik oleh negara yang menganut tradisi Anglo 
Saxon maupun tradisi Hukum Roman (Eropa Kontinental). 
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Wayang topeng Malang adalah sebuah kesenian kuno 
yang usianya lebih tua dari keberadaan Kota Apel ini. 
Itulah sebabnya, kesenian ini tak dapat dipisahkan dari 
perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. 
Dalam catatan sejarah, topeng telah dikenal semenjak 
zaman kerajaan tertua di Jatim yaitu Kerajaan Gajayana 
(760 Masehi) yang berlokasi di sekitar kota Malang. 
Tepatnya, kesenian ini telah muncul sejak zaman Mpu 
Sendok. Saat itu, topeng pertama terbuat dari emas, 
dikenal dengan istilah puspo sariro (bunga dari hati yang 
paling dalam) dan merupakan simbol pemujaan Raja 
Gajayana terhadap arwah ayahandanya, Dewa Sima.6

Tapi sayang, dalam perkembangannya tari Wayang 
topeng malang ini kurang mendapatkan perhatian 
dari Pemerintah Kota Malang Raya. Ini terlihat dengan 
minimnya masyarakat Malang Raya yang mengetahui 
keberadaan kesenian tradisional tari Wayang topeng 
malang. Kurangnya perhatian ini, juga menunjukkan 
bahwa pemerintah tidak menyadari tari Wayang 
topeng malang sebenarnya menjadi potensi untuk 
mengembangkan daerah. Mengingat tari Wayang 
topeng malang bisa disejajarkan dengan tari Pendet (Bali), 
tari Jejer (Banyuwangi), dan tari Gambyong (Surakarta). 
Jika tidak ada upaya nyata untuk melindungi kekayaan 
ekspresi budaya non benda ini, maka kasus seperti Reog 
Ponorogo dapat berulang, atau bahkan kesenian ini bisa 
hilang ditelan masa.

RUMUSAN MASALAH

Beranjak pada sengketa yang telah terjadi ataupun yang 
potensial akan terjadi di masyarakat tentang pengakuan, 
pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan pengetahuan 
tradisional, maka permasalahan hukum yang dikaji 
adalah: Prinsip hukum apakah dalam perjanjian 
internasional serta aturan perundang-undangan nasional  
yang dapat dijadikan dasar pengaturan bagi  Pemerintah 
untuk memberikan perlindungan hukum atas karya 
Wayang topeng malang sebagai upaya pengakuan dan 
pelestarian pengetahuan tradisional?

Bagi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia memandang 
bahwa pengetahuan tradisional merupakan bagian 
secara keseluruhan yang tidak mungkin dipisahkan 
dari pandangan hidup, nilai-nilai kultural, kepercayaan 
spiritual dan sistem hukum yang hidup di masyarakat.2 
Hal ini berarti bahwa keberlanjutan dan keberadaan 
pengetahuan tradisional sangat penting karena tidak 
hanya sekedar pengetahuan akan tetapi merupakan satu 
kesatuan pengetahuan yang membentuk sistem sosial 
dan lingkungan yang tak terpisahkan. 

Banyak negara berkembang seperti Indonesia memiliki 
pengetahuan tradisional yang luar biasa melimpah,  
baik yang berupa sumber daya genetika maupun tradisi 
pengobatan dan karya-karya tradisional di bidang seni dan 
sastra yang menjadi warisan masyarakat adat diberbagai 
daerah. Perlindungan hukum atas pengetahuan 
tradisional ini menjadi penting terkait dengan kegiatan 
Biopiracy atau penggunaan yang tidak layak atas 
pengetahuan tradisional milik komunitas tertentu tanpa 
izin, yang hasil dari penggunaan pengetahuan tradisional 
tersebut kemudian dikomersialisasikan serta didaftarkan 
perlindungan haknya mengikuti sistem perlindungan  
kekayaan intelektual oleh pihak lain di luar komunitas 
pemilik pengetahuan tradisional tersebut3. Contohnya, 
paten pengembangan obat-obatan tradisional Indonesia 
yang didaftarkan di Jepang. Kasus pemberian paten atas 
temu giring sebagai agen anti penuaan oleh perusahaan 
kosmetik shesheido, yang kemudian pemerintah 
Indonesia mengajukan pembatalan atas paten tersebut.
Indonesia  juga memiliki kekayaan Pengetahuan 
Tradisional di bidang  folklore atau ekspresi seni dan 
budayayang amat beragam, yang semuanya belum 
mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. 
Timbulnya kasus sengketa antara Indonesia dan Malaysia 
tentang  Reog,  lagu Rasa Sayange atau lagu Burung Kakak 
tua, hanyalah contoh kecil dari potensi pengetahuan 
tradisional di bidang folklore yang sangat berharga dan 
layak untuk dilindungi hukum.

perkembangannya tari Wayang topeng malang ini kurang mendapatkan 
perhatian dari Pemerintah Kota Malang Raya. Ini terlihat dengan minimnya 
masyarakat Malang Raya yang mengetahui keberadaan kesenian tradisional 
tari Wayang topeng malang. Kurangnya perhatian ini, juga menunjukkan 
bahwa pemerintah tidak menyadari tari Wayang topeng malang sebenarnya 
menjadi potensi untuk mengembangkan daerah
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Hal yang penting dalam deklarasi ini termuat dalam Pasal 
31 sebagai berikut:

(1)Indigenous people have the rights to maintain, control, 
protect and develop their cultural heritage, traditional 
knowledge and traditional cultural expression, as well as 
the manifestation of their sciences, techology and cultures 
including human and genetic resources, seeds, medecines, 
traditional games and visual and performing arts. They also 
have the right to maintain, control, protect and develop their 
intellectual property over such cultural heritage, traditional 
knowledge and traditional cultural expressions.

(b)In conjunction with indigenous peoples, states shall take 
e�ective measures to recognize and protect the exercise of 
these rights.

suku asli mempunyai hak untuk mengelola, mengawasi, 
melindungi dan mengembangkan warisan budayanya, 
pengetahuan tradisional dan ekpresi budaya 
tradisionalnya juga perwujudan dari pengetahuan, 
teknologi dan budaya termasuk sumber daya genetik 
dan manusia, benih tanaman, obat-obatan, permainan 
tradisional dan seni pertunjukan dan seni visual. Mereka 
juga memiliki hak untuk mengelola, mengawasi, 
melindungi dan mengembangkan KI atas warisan 
budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya 
tradisionalnya. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan 

bahwa Negara harus memiliki sarana yang efektif untuk 
mengakui dan  melindungi pelaksanaan hak tersebut.

landasan hukum yang penting bagi pengakuan dan 
pelindungan semua pengetahuan tradisional termasuk 
ekspresi budaya tradisional. Langkah yang penting 
yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia adalah 

nasional Indonesia. 

PRINSIP HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG 
NASIONAL YANG MENJADI DASAR PENGAKUAN 
DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL 
UNDANG-UNDANG RI NO. 28 TAHUN 2014 
TENTANG HAK CIPTA

Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional 
dalam Sistem Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual di 
Indonesia. Kehidupan dalam masyarakat memerlukan 
suatu norma agar kehidupan masyarakat dapat berjalan 
dengan teratur, salah satu norma yang diharapkan 
dapat menciptakan hal tersebut adalah Hukum. 
Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-
norma berisikan petunjuk-petunjuk dan tingkah laku. 
Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia 
tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan 
kemana harus diarahkan. Hukum mengandung rekaman 
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2. Prinsip Fair Access and  Bene�t Sharing (ABS)
Prinsip pembagian keuntungan atas penggunaan 
sumberdaya genetik bagi para pihak dalam berbagai 
kegiatan sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal 
sebagai berikut:
a. Peran serta dalam kegiatan penelitian ilmiah  

b. Pembagian keuntungan dari pemanfaatan 

c. Akses atas sumberdaya genetik dan alih teknologi 
dalam penggunaan sumberdaya genetik  ( pasal 16 (3) );
d. Peran serta dalam penelitian bioteknologi berbasis 
pada sumberdaya genetik (pasal 19 (3) ); dan
e. Prioritas akses atas hasil dan keuntungan yang 
didapatkan dari penggunaan sumberdaya genetik yang 
disediakan untuk penelitian bioteknologi.(pasal 19 (2) ).

Dalam menyusun peraturan tentang pembagian 
keuntungan ini hanya berlaku jika para pihak adalah 
negara. Sebaliknya,  CDB tidak memberikan ketentuan 
yang jelas, jika yang menjadi salah satu pihak dalam 

karena itu, setiap negara harus mengembangkan sendiri 
pendekatan yang akan diambil, perundingan yang akan 
disepakati berkaitan dengan prinsip fairbene�t sharing ini. 
 
Walaupun kedua prinsip tersebut lebih difokuskan 
pada sumber daya genetik, akan tetapi sesuai dengan 
kesepakatan yang diterima negara-negara berkembang 
bahwa prinsip tersebut juga dapat diadopsi dalam 

dapat ditarik yaitu:
1. Prinsip Prior Inform Consent(PIC)

Prior Inform Consent 
artinya untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional 
harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah 
berdasarkan informasi yang disediakan oleh pengguna 
yang potensial, misalnya bagaimana informasi  akan 
dikumpulkan, digunakan dan dialihkan kepada pihak 
ketiga.  Izin yang disetujui lebih dulu, prosedur untuk 
mendapatkan izin harus dinyatakan dengan jelas dalam 
aturan hukum nasional.

yang dapat memberikan izin, akan tetapi secara implisit  

didapatkan dari komunitas lokal atau komunitas asli 
yang memiliki wilayah tempat pengetahuan tradisional 
itu berasal. Sedangkan pasal 10 (c) CBD menjelaskan 
bahwa negara harus memberikan perlindungan dan 
mendorong penggunaan hukum yang berlaku bagi 
komunitas tertentu (customary law) dalam pemanfaatan 
pengetahuan tradisional yang sesuai dengan praktek 
budaya tradisional yang sesuai dengan konservasi 
dan penggunaan berkelanjutan. Pasal ini menyiratkan 
bahwa izin penggunaan pengetahuan tradisional 
harus diberlakukan sebelum akses atas pengetahuan 
tradisional  di berikan. Kegiatan tersebut juga harus 
menghormati hukum yang berlaku pada komunitas 
tertentu ( customary law) yang memiliki kewenangan 
atas pengetahuan tradisional tersebut.
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Sebagai pedoman umum, Pengguna karya folklore 
harus mendapat izin dari badan yang berwenang untuk 
pemanfaatan karya folklore, kecuali jika pemanfaatan 
tersebut bersifat non komersial. 

Sebagimana ketentuan yang berlaku dalam hak cipta, 
maka perbanyakan dan ekspor maupun impor barang-
barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran 
karya folklore juga dapat disita. Demikian juga jika karya 
folklore tersebut diproduksi di luar negeri, maka dapat 
dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum, 
oleh karena itu impor karya folklore tersebut juga dilarang.

Ketentuan dalam Tunis Model Law telah memberikan 

aturan hukum yang jelas tentang folklore. Bahkan dalam 
ketentuan itu juga diharapkan negara peserta secara 
proaktif membentuk badan perlindungan folklore 
yang memiliki otoritas nasional, sehingga pengelolaan 
folklore bisa dilaksanakan dengan efektif. Dalam konteks 
kebutuhan Indonesia pada saat ini, pengaturan tentang 
folklore merupakan hal yang tidak bisa ditunda-tunda 
lagi. Folklore merupakan salah satu asset bangsa dan 
juga identitas kultural bangsa yang sudah selayaknya 
mendapat perlindungan hukum. 

2. The United Nation Convention 
 On Biological Diversity (CDB)
Konferensi tingkat tinggi tentang lingkungan dan 
pembangunan ( United Nation Conference on Environtment 
and Development)  atau dikenal juga sebagai KTT Bumi ( 
Earth Summit ) yang diselenggarakan oleh PBB di Rio de 
Janeiro 1992, telah menghasilkan lima hal penting yaitu :
a. The United Nation Convention on Biological Diversity
b. The United Nation Framework on Climate Change
c. The Forestry Principles
d. Rio Declaration
e. Agenda 21

Dari kelima hal tersebut, the United Nation Convention 
on Biological Diversity (selanjutnya disebut CBD), 
merupakan konvensi yang pertama mengatur tentang 
keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik serta akses 
atas sumberdaya genetik termasuk sumberdaya genetik 

Ada tiga tujuan utama dalam CBD yaitu konservasi 
keanekaragaman hayati, penggunaan berkelanjutan dari 
komponen keanekaragaman hayati, dan pembagian 
keuntungan yang adil dan setara dari pemanfaatan 
sumberdaya genetik termasuk akses yang layak atas 
sumberdaya genetik dan alih teknologi yang relevan dan 
layak, semua hak yang timbul dari sumberdaya genetik 
dan teknologi dengan pendanaan yang layak,9

Negara-negara berkembang sangat sadar akan 
pentingnya nilai ekonomis dari keanekaragaman 
pengetahuan tradisional yang dimiliki serta 
kemungkinan komersialisasinya dimasa mendatang, 
merasa perlu adanya perbaikan atas penguasaan 
teknologi, perlindungan dan pengaturan atas akses pada 
sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisionalnya 
serta pembagian keuntungan. 10

Pengaturan perlindungan hukum tentang pengetahuan 
tradisional dalam konvensi Keanekaragaman hayati 

Subject to national legislation, respect, preserve and 
maintain knowledge, innovations and practices of 
indigenous and local communities embodying traditional 
life styles relevant for the conservation and sustainable use 
of biological diversity and promote their wider application 
with the approval and involvement of the holders of such 
knowledge, innovations and practices and encourage the 
equitable sharing of the bene�ts arising from the utilization 
of such knowledge innovations and practices. (tunduk pada 
ketentuan perundang-undangan nasional, penghormatan, 
pelestarian dan pengelolaan pengetahuan, inovasi dan 
praktek suku asli dan komunitas lokal yang melekat pada 
gaya hidup tradisional yang relevan bagi konservasi dan 
penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan 
dan pengenalan penerapan yang lebih luas seizin dan 
melibatkan pemegang hak atas pengetahuan , innovasi 
dan praktek dan mendorong pembagian keuntungan yang 
adil yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan , inovasi 
dan praktek).

Ketentuan dalam Tunis Model Law 
telah memberikan acuan bagi 

untuk membuat aturan hukum 
yang jelas tentang folklore.

secara proaktif membentuk 
badan perlindungan folklore 
yang memiliki otoritas nasional, 
sehingga pengelolaan folklore 
bisa dilaksanakan dengan efektif.
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dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum 
itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.16 
Ditinjau dari perspektif  ekonomi, maka hukum terkait 
dengan hak atas kekayaan intelektual adalah sebagai 
alat untuk mencapai tujuan-tujuan  sosial yang penting. 

tujuan tersebut maka pembuat undang-undang harus 
mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-
pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial.17

Berdasarkan hal tersebut hak cipta merupakan bagian 
dari KI yang mempunyai sejarah panjang dalam 

berlakunya Auterswet 1912 Stbl Nomor 600 tahun 
1912, yang kemudian diamandemen tiga kali dengan 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran 

Nomor 266).

Dalam mengkaji keberadaan  undang-undang hak cipta 
di Indonesia ada 3 hal yang menjadi fokus kajian yaitu: 
(a) jenis ciptaan yang dilindungi, (b) hak-hak pencipta (c) 
pembatasan hak cipta).

 (a). Jenis Ciptaan yang di lindungi
Konsep dasar perlindungan hak cipta yang terdapat 
dalam Konvensi Berne maupun dalam TRIPs mengakui 
bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan 
hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi 
atau perwujudan dari ide. Selain itu syarat keaslian atau 
originality dari ciptaan juga harus terpenuhi., artinya 
ciptaan haruslah mempunyai bentuk yang khas dan 
menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan 
kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si pencipta karena 
ciptaan adalah perwujudan ego tertinggi ( alter ego) dari 
si pencipta.19  Syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu 
ciptaan dapat diberikan perlindungan hak cipta adalah 
ciptaan tersebut dalam bentuk yang nyata (bukan hanya 
gagasan), karya cipta itu dapat dilihat, dibaca ataupun 
didengar.

ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, 

a) Buku, program komputer, pam�et, perwajahan (lay 
out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 
tulis lain;
b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis 
dengan itu;
c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan 
pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e) Drama atau drama musikal, tari, koreogra�, 
pewayangan dan pantomim;

Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, 
gambar, seni ukir, seni kaligra�, seni pahat, seni patung, 
kolase dan seni terapan;
g) Karya seni terapan
h) Karya Arsitektur;
i) Peta; 

Karya seni batik atau seni motif lain;
Karya fotoga�;

l) Potret 
m) Sinematogra�;
n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis 
data, adaptasi, aransemen, modi�kasi dan karya lain dari 
hasil transformasi;
o) Terjemahan, adaptasi,aransemen, transformasi 
atau modi�kasi ekpresi budaya tradisional;

Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format 
yang dapat dibaca dengan program komputer maupun 
media lainnya;
q) Kompilasi ekpresi budaya tradisional telama 
kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r) Permainan video; dan 
s) Program komputer
Sedangkan jangka waktu berlakunya hak cipta terutama 
hak ekonomi berdasarkan obyeknya, secara umum 
adalah selama hidup pencipta ditambah 70 tahun 
setelah pencipta meninggal dunia untuk karya cipta yang 

diumumkan, kecuali untuk karya seni yang berupa seni 

(b) Hak-Hak Pencipta
 Hak Pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi 
menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi 
adalah mengizinkan atau melarang orang lain untuk 
mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. 
Hak ekonomi dari pencipta yang diatur dalam konvensi 
Berne hanyalah hak untuk mengumumkan dan 
memperbanyak ciptaan, seiring dengan perkembangan 
teknologi rekaman baik rekaman suara ( audio) maupun 
rekaman suara dan gambar (audiovisual) yang semakin 
canggih maka menimbulkan hak ekonomi bagi para 
pihak yang tidak menghasilkan karya cipta akan 
tetapi membantu menyebarkan karya cipta, hak ini 
dikenal dengan hak-hak yang terkait dengan hak cipta 
(neighbouring rights).Hak-hak terkait ini dimiliki oleh artis 
penampil, produser rekaman dan lembaga penyiaran.
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pengaturan pengetahuan tradisional secara luas yang 
meliputi kekayaan budaya  (folklore) dan ekpresi budaya 
serta cara pengobatan tradisional. 

3. Trade related Aspects on Intellectual Property Rights 
and Counterfeiting Goods (TRIPs)
Trade related Aspects on Intellectual Property Rightsyang 
merupakan salah satu lampiran (annex) dari kesepakatan 
akhir Uruguay round mempunyai karakteristik yang 
berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain. Ada tiga hal 
yang merupakan ciri khusus dari TRIPs:11

a. Pertama, Bila perjanjian-perjanjian lain mengatur 
tentang komoditi dan aksesnya ke pasar, maka TRIPs 
mengatur standar dan norma-norma.
b. Kedua, TRIPs ini menetapkan aturan bahwa setiap 
negara anggota harus tunduk pada tiga konvensi KI 
yaitu Paris Convention, Berne Conventiondan Washington 
Treaty sebagai dasar minimal perlindungan hukum hak 
Kekayaan intelektual.
c. Ketiga, TRIPs ini juga mensyaratkan penegakan hukum 
yang ketat karena dimungkinkan penerapan pembalasan 
silang (cross retaliation) jika terjadi pelanggaran. 

Perkembangan pengaturan KI dalam tataran internasional, 
selama lebih dari satu dekade merupakan cerminan dari 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
adanya peningkatan dalam perdagangan internasional 
yang juga memberi warna tersendiri dalam pengaturan KI. 
Dut�eld menyebutkan ada tiga fenomena penting yang 
membentuk karakteristik hukum KI yaitu:12 (a) Perluasan 
lingkup obyek perlindungan KI, misalnya perluasan 
perlindungan hak cipta atas program komputer serta 
penerapan perlindungan paten yang meliputi organisme 
hasil rekayasa genetik (genetically modi�ed organism/

GMO) serta kloning gen; (b) Pembentukan hak jenis baru 
(sui generis), misalnya penerapan sistem sui generis untuk 
hak atas varietas tanaman, hak atas desain tata letak sirkuit 
terpadu dan hak artis penampil; (c) Pengembangan 
aturan KI secara global dan mengharuskan negara 
anggota mengadopsi ketentuan tersebut dalam hukum 
nasionalnya.
 
Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dari perjanjian 
TRIPs ini adalah:
a. Meningkatkan perlindungan KI dalam produk  
 perdagangan
b. Menjamin prosedur pelaksanaan KI yang tidak  
 menghambat perdagangan
c. Merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan  
 perlindungan KI
 
Adapun tiga  prinsip  dasar yang termuat dalam TRIPs 
yaitu:13 (a) National treatment , Prinsip ini termuat dalam  
Pasal 3 TRIPs yang menyatakan bahwa setiap negara 
peserta harus memberikan perlakuan yang sama baik 
terhadap warga negaranya sendiri maupun warga 
negara dari negara peserta dalam hal perlindungan KI. (b) 
Reciprocity, artinya negara anggota harus memberikan 
perlindungan yang sama atas produk yang berbasis KI 
dari negara anggota yang lain secara timbal balik. (c) Most 
Favoured Nation Treatment, Prinsip ini termuat dalam pasal 

perlindungan KI, maka setiap keuntungan, keistimewaan 
/ perlakuan khusus ataupun kekebalan yang diberikan 
oleh satu negara peserta, maka akan berlaku seketika dan 
tanpa syarat bagi seluruh negara peserta lainnya. Prinsip 
ini disebut juga prinsip non diskriminasi.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples  2007 selanjutnya di sebut UNDRIP, diadopsi 

dengan resolusi PBB 61/295 pada tanggal 13 September 
2007. Resolusi ini meneguhkan kembali bahwa suku asli 

(indigenous people) memiliki hak yang sama dengan semua 
orang, yang juga memiliki kontribusi atas keragaman dan 

pengkayaan kebudayaan dan  peradaban yang merupakan 
warisan bagi semua umat manusia. 
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Doha declaration secara umum menegaskan kembali 
bahwa sistem perdagangan multilateral yang telah 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan 
dan pemerataan kesempatan kerja dengan 
mengedepankan kebijakan pasar bebas dan anti proteksi. 
Hasil yang penting dari Doha Declaration berkaitan 
dengan Hak Kekayaan Intelektual tertuang dalam poin 

 Poin 17 Doha declaration menyatakan bahwa implementasi 
dari provisi TRIPs harus mendukung kesehatan umum 
dengan mengedepankan akses terhadap obat yang 
telah ada, penelitian dan pengembangan obat baru 
dalam hal ini akan diatur dengan deklarasi yang berbeda. 

Doha Declaration menyatakan bahwa penerapan 

dengan perluasan indikasi geogra�s untuk produk lain 
selain anggur dan minuman keras lainnya. Poin 19 Doha 
Declaration menyatakan berkaitan dengan penafsiran 
pasal 27 TRIPs dan hubungannya dengan Convention 
onBiological Diversity (CBD), Pengetahuan Tradisional dan 
Folklore serta perkembangannya yang relevan menurut 
negara-negara anggota. 

4.United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples  2007
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples  2007

2007.Resolusi ini meneguhkan kembali bahwa suku asli 
(indigenous people) memiliki hak yang sama dengan 
semua orang, yang juga memiliki kontribusi atas 
keragaman dan pengkayaan kebudayaan dan  peradaban 
yang merupakan warisan bagi semua umat manusia. 
Meneguhkan kembali bahwa semua doktrin, kebijakan 
dan praktek yang meninggikan individu berdasar pada 
ras, agama, etnis atau budaya secara ilmiah tidak benar, 
secara hukum tidak sah, bertentangan dengan moral dan 
tidak adil, oleh karena itu peneguhan hak atas suku asli 
terhadap pelaksanaan haknya harus bebas dari segala 
bentuk diskriminasi.

Suku asli yang secara historis telah menderita akibat 
ketidakadilan karena kolonialisasi dan perampasan atas 
tanah, wilayah dan sumber daya miliknya, maka untuk 
mencegah hal tersebut pengembangan hak mereka 
harus sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan 
mereka. Pengakuan atas hak suku asli ini merupakan 
kebutuhan segera untuk dihormati dan memajukan suku 
asli yang diperoleh secara politis, ekonomis, dan struktur 
sosial dan budaya , tradisi spiritual, sejarah dan �loso�s 
terutama hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber 
daya.

Selain tiga prinsip dasar tersebut TRIPs juga 
mengharuskan negara peserta untuk tunduk pada 
ketentuan standar minimal berkaitan dengan 
perlindungan KI yang meliputi: obyek perlindungan KI, 
ruang lingkup KI, prosedur perolehan hak, jangka waktu 
serta waktu perlindungan semua ketentuan ini termuat 

TRIPs.  Sedangkan untuk penegakan hukum terhadap 

 
Dalam perkembangan selanjutnya ternyata sistem 
hukum KI yang telah dibangun berdasarkan perjanjian 
TRIPs ternyata tidaklah mudah untuk dilaksanakan 
secara konsisiten karena ada berbagai hal yang 
mempengaruhinya terutama di negara-negara yang 
sedang berkembang,  hal ini tidak hanya berkaitan 
dengan tingginya standar minimum yang ditetapkan 
dalam perjanjian TRIPs, akan tetapi juga berkaitan dengan 
adanya keberatan dari negara-negara berkembang 
bahwa perlindungan KI yang terlalu ketat berakibat pada 
sulitnya akses atas informasi dan teknologi bagi negara-
negara berkembang, serta merugikan kepentingan 
publik. 

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 71  TRIPs, maka 
berdasarkan pengalaman penerapannya,  perjanjian ini 
masih memungkinkan untuk diubah dan dikaji ulang 
sekurang-kurangnya dua tahun sejak berlaku efektif 
dan dapat dilakukan setiap dua tahun berikutnya.

November tahun 2001 di Doha yang menghasilkan 
Doha Declaration. 
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pengaturan pengetahuan tradisional secara luas yang 
meliputi kekayaan budaya  (folklore) dan ekpresi budaya 
serta cara pengobatan tradisional. 

3. Trade related Aspects on Intellectual Property Rights 
and Counterfeiting Goods (TRIPs)
Trade related Aspects on Intellectual Property Rightsyang 
merupakan salah satu lampiran (annex) dari kesepakatan 
akhir Uruguay round mempunyai karakteristik yang 
berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain. Ada tiga hal 
yang merupakan ciri khusus dari TRIPs:11

a. Pertama, Bila perjanjian-perjanjian lain mengatur 
tentang komoditi dan aksesnya ke pasar, maka TRIPs 
mengatur standar dan norma-norma.
b. Kedua, TRIPs ini menetapkan aturan bahwa setiap 
negara anggota harus tunduk pada tiga konvensi KI 
yaitu Paris Convention, Berne Conventiondan Washington 
Treaty sebagai dasar minimal perlindungan hukum hak 
Kekayaan intelektual.
c. Ketiga, TRIPs ini juga mensyaratkan penegakan hukum 
yang ketat karena dimungkinkan penerapan pembalasan 
silang (cross retaliation) jika terjadi pelanggaran. 

Perkembangan pengaturan KI dalam tataran internasional, 
selama lebih dari satu dekade merupakan cerminan dari 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
adanya peningkatan dalam perdagangan internasional 
yang juga memberi warna tersendiri dalam pengaturan KI. 
Dut�eld menyebutkan ada tiga fenomena penting yang 
membentuk karakteristik hukum KI yaitu:12 (a) Perluasan 
lingkup obyek perlindungan KI, misalnya perluasan 
perlindungan hak cipta atas program komputer serta 
penerapan perlindungan paten yang meliputi organisme 
hasil rekayasa genetik (genetically modi�ed organism/

GMO) serta kloning gen; (b) Pembentukan hak jenis baru 
(sui generis), misalnya penerapan sistem sui generis untuk 
hak atas varietas tanaman, hak atas desain tata letak sirkuit 
terpadu dan hak artis penampil; (c) Pengembangan 
aturan KI secara global dan mengharuskan negara 
anggota mengadopsi ketentuan tersebut dalam hukum 
nasionalnya.
 
Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dari perjanjian 
TRIPs ini adalah:
a. Meningkatkan perlindungan KI dalam produk  
 perdagangan
b. Menjamin prosedur pelaksanaan KI yang tidak  
 menghambat perdagangan
c. Merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan  
 perlindungan KI
 
Adapun tiga  prinsip  dasar yang termuat dalam TRIPs 
yaitu:13 (a) National treatment , Prinsip ini termuat dalam  
Pasal 3 TRIPs yang menyatakan bahwa setiap negara 
peserta harus memberikan perlakuan yang sama baik 
terhadap warga negaranya sendiri maupun warga 
negara dari negara peserta dalam hal perlindungan KI. (b) 
Reciprocity, artinya negara anggota harus memberikan 
perlindungan yang sama atas produk yang berbasis KI 
dari negara anggota yang lain secara timbal balik. (c) Most 
Favoured Nation Treatment, Prinsip ini termuat dalam pasal 

perlindungan KI, maka setiap keuntungan, keistimewaan 
/ perlakuan khusus ataupun kekebalan yang diberikan 
oleh satu negara peserta, maka akan berlaku seketika dan 
tanpa syarat bagi seluruh negara peserta lainnya. Prinsip 
ini disebut juga prinsip non diskriminasi.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples  2007 selanjutnya di sebut UNDRIP, diadopsi 

dengan resolusi PBB 61/295 pada tanggal 13 September 
2007. Resolusi ini meneguhkan kembali bahwa suku asli 

(indigenous people) memiliki hak yang sama dengan semua 
orang, yang juga memiliki kontribusi atas keragaman dan 

pengkayaan kebudayaan dan  peradaban yang merupakan 
warisan bagi semua umat manusia. 
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Doha declaration secara umum menegaskan kembali 
bahwa sistem perdagangan multilateral yang telah 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan 
dan pemerataan kesempatan kerja dengan 
mengedepankan kebijakan pasar bebas dan anti proteksi. 
Hasil yang penting dari Doha Declaration berkaitan 
dengan Hak Kekayaan Intelektual tertuang dalam poin 

 Poin 17 Doha declaration menyatakan bahwa implementasi 
dari provisi TRIPs harus mendukung kesehatan umum 
dengan mengedepankan akses terhadap obat yang 
telah ada, penelitian dan pengembangan obat baru 
dalam hal ini akan diatur dengan deklarasi yang berbeda. 

Doha Declaration menyatakan bahwa penerapan 

dengan perluasan indikasi geogra�s untuk produk lain 
selain anggur dan minuman keras lainnya. Poin 19 Doha 
Declaration menyatakan berkaitan dengan penafsiran 
pasal 27 TRIPs dan hubungannya dengan Convention 
onBiological Diversity (CBD), Pengetahuan Tradisional dan 
Folklore serta perkembangannya yang relevan menurut 
negara-negara anggota. 

4.United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples  2007
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples  2007

2007.Resolusi ini meneguhkan kembali bahwa suku asli 
(indigenous people) memiliki hak yang sama dengan 
semua orang, yang juga memiliki kontribusi atas 
keragaman dan pengkayaan kebudayaan dan  peradaban 
yang merupakan warisan bagi semua umat manusia. 
Meneguhkan kembali bahwa semua doktrin, kebijakan 
dan praktek yang meninggikan individu berdasar pada 
ras, agama, etnis atau budaya secara ilmiah tidak benar, 
secara hukum tidak sah, bertentangan dengan moral dan 
tidak adil, oleh karena itu peneguhan hak atas suku asli 
terhadap pelaksanaan haknya harus bebas dari segala 
bentuk diskriminasi.

Suku asli yang secara historis telah menderita akibat 
ketidakadilan karena kolonialisasi dan perampasan atas 
tanah, wilayah dan sumber daya miliknya, maka untuk 
mencegah hal tersebut pengembangan hak mereka 
harus sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan 
mereka. Pengakuan atas hak suku asli ini merupakan 
kebutuhan segera untuk dihormati dan memajukan suku 
asli yang diperoleh secara politis, ekonomis, dan struktur 
sosial dan budaya , tradisi spiritual, sejarah dan �loso�s 
terutama hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber 
daya.

Selain tiga prinsip dasar tersebut TRIPs juga 
mengharuskan negara peserta untuk tunduk pada 
ketentuan standar minimal berkaitan dengan 
perlindungan KI yang meliputi: obyek perlindungan KI, 
ruang lingkup KI, prosedur perolehan hak, jangka waktu 
serta waktu perlindungan semua ketentuan ini termuat 

TRIPs.  Sedangkan untuk penegakan hukum terhadap 

 
Dalam perkembangan selanjutnya ternyata sistem 
hukum KI yang telah dibangun berdasarkan perjanjian 
TRIPs ternyata tidaklah mudah untuk dilaksanakan 
secara konsisiten karena ada berbagai hal yang 
mempengaruhinya terutama di negara-negara yang 
sedang berkembang,  hal ini tidak hanya berkaitan 
dengan tingginya standar minimum yang ditetapkan 
dalam perjanjian TRIPs, akan tetapi juga berkaitan dengan 
adanya keberatan dari negara-negara berkembang 
bahwa perlindungan KI yang terlalu ketat berakibat pada 
sulitnya akses atas informasi dan teknologi bagi negara-
negara berkembang, serta merugikan kepentingan 
publik. 

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 71  TRIPs, maka 
berdasarkan pengalaman penerapannya,  perjanjian ini 
masih memungkinkan untuk diubah dan dikaji ulang 
sekurang-kurangnya dua tahun sejak berlaku efektif 
dan dapat dilakukan setiap dua tahun berikutnya.

November tahun 2001 di Doha yang menghasilkan 
Doha Declaration. 
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Sebagai pedoman umum, Pengguna karya folklore 
harus mendapat izin dari badan yang berwenang untuk 
pemanfaatan karya folklore, kecuali jika pemanfaatan 
tersebut bersifat non komersial. 

Sebagimana ketentuan yang berlaku dalam hak cipta, 
maka perbanyakan dan ekspor maupun impor barang-
barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran 
karya folklore juga dapat disita. Demikian juga jika karya 
folklore tersebut diproduksi di luar negeri, maka dapat 
dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum, 
oleh karena itu impor karya folklore tersebut juga dilarang.

Ketentuan dalam Tunis Model Law telah memberikan 

aturan hukum yang jelas tentang folklore. Bahkan dalam 
ketentuan itu juga diharapkan negara peserta secara 
proaktif membentuk badan perlindungan folklore 
yang memiliki otoritas nasional, sehingga pengelolaan 
folklore bisa dilaksanakan dengan efektif. Dalam konteks 
kebutuhan Indonesia pada saat ini, pengaturan tentang 
folklore merupakan hal yang tidak bisa ditunda-tunda 
lagi. Folklore merupakan salah satu asset bangsa dan 
juga identitas kultural bangsa yang sudah selayaknya 
mendapat perlindungan hukum. 

2. The United Nation Convention 
 On Biological Diversity (CDB)
Konferensi tingkat tinggi tentang lingkungan dan 
pembangunan ( United Nation Conference on Environtment 
and Development)  atau dikenal juga sebagai KTT Bumi ( 
Earth Summit ) yang diselenggarakan oleh PBB di Rio de 
Janeiro 1992, telah menghasilkan lima hal penting yaitu :
a. The United Nation Convention on Biological Diversity
b. The United Nation Framework on Climate Change
c. The Forestry Principles
d. Rio Declaration
e. Agenda 21

Dari kelima hal tersebut, the United Nation Convention 
on Biological Diversity (selanjutnya disebut CBD), 
merupakan konvensi yang pertama mengatur tentang 
keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik serta akses 
atas sumberdaya genetik termasuk sumberdaya genetik 

Ada tiga tujuan utama dalam CBD yaitu konservasi 
keanekaragaman hayati, penggunaan berkelanjutan dari 
komponen keanekaragaman hayati, dan pembagian 
keuntungan yang adil dan setara dari pemanfaatan 
sumberdaya genetik termasuk akses yang layak atas 
sumberdaya genetik dan alih teknologi yang relevan dan 
layak, semua hak yang timbul dari sumberdaya genetik 
dan teknologi dengan pendanaan yang layak,9

Negara-negara berkembang sangat sadar akan 
pentingnya nilai ekonomis dari keanekaragaman 
pengetahuan tradisional yang dimiliki serta 
kemungkinan komersialisasinya dimasa mendatang, 
merasa perlu adanya perbaikan atas penguasaan 
teknologi, perlindungan dan pengaturan atas akses pada 
sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisionalnya 
serta pembagian keuntungan. 10

Pengaturan perlindungan hukum tentang pengetahuan 
tradisional dalam konvensi Keanekaragaman hayati 

Subject to national legislation, respect, preserve and 
maintain knowledge, innovations and practices of 
indigenous and local communities embodying traditional 
life styles relevant for the conservation and sustainable use 
of biological diversity and promote their wider application 
with the approval and involvement of the holders of such 
knowledge, innovations and practices and encourage the 
equitable sharing of the bene�ts arising from the utilization 
of such knowledge innovations and practices. (tunduk pada 
ketentuan perundang-undangan nasional, penghormatan, 
pelestarian dan pengelolaan pengetahuan, inovasi dan 
praktek suku asli dan komunitas lokal yang melekat pada 
gaya hidup tradisional yang relevan bagi konservasi dan 
penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan 
dan pengenalan penerapan yang lebih luas seizin dan 
melibatkan pemegang hak atas pengetahuan , innovasi 
dan praktek dan mendorong pembagian keuntungan yang 
adil yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan , inovasi 
dan praktek).

Ketentuan dalam Tunis Model Law 
telah memberikan acuan bagi 

untuk membuat aturan hukum 
yang jelas tentang folklore.

secara proaktif membentuk 
badan perlindungan folklore 
yang memiliki otoritas nasional, 
sehingga pengelolaan folklore 
bisa dilaksanakan dengan efektif.
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dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum 
itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.16 
Ditinjau dari perspektif  ekonomi, maka hukum terkait 
dengan hak atas kekayaan intelektual adalah sebagai 
alat untuk mencapai tujuan-tujuan  sosial yang penting. 

tujuan tersebut maka pembuat undang-undang harus 
mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-
pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial.17

Berdasarkan hal tersebut hak cipta merupakan bagian 
dari KI yang mempunyai sejarah panjang dalam 

berlakunya Auterswet 1912 Stbl Nomor 600 tahun 
1912, yang kemudian diamandemen tiga kali dengan 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran 

Nomor 266).

Dalam mengkaji keberadaan  undang-undang hak cipta 
di Indonesia ada 3 hal yang menjadi fokus kajian yaitu: 
(a) jenis ciptaan yang dilindungi, (b) hak-hak pencipta (c) 
pembatasan hak cipta).

 (a). Jenis Ciptaan yang di lindungi
Konsep dasar perlindungan hak cipta yang terdapat 
dalam Konvensi Berne maupun dalam TRIPs mengakui 
bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan 
hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi 
atau perwujudan dari ide. Selain itu syarat keaslian atau 
originality dari ciptaan juga harus terpenuhi., artinya 
ciptaan haruslah mempunyai bentuk yang khas dan 
menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan 
kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si pencipta karena 
ciptaan adalah perwujudan ego tertinggi ( alter ego) dari 
si pencipta.19  Syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu 
ciptaan dapat diberikan perlindungan hak cipta adalah 
ciptaan tersebut dalam bentuk yang nyata (bukan hanya 
gagasan), karya cipta itu dapat dilihat, dibaca ataupun 
didengar.

ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, 

a) Buku, program komputer, pam�et, perwajahan (lay 
out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 
tulis lain;
b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis 
dengan itu;
c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan 
pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e) Drama atau drama musikal, tari, koreogra�, 
pewayangan dan pantomim;

Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, 
gambar, seni ukir, seni kaligra�, seni pahat, seni patung, 
kolase dan seni terapan;
g) Karya seni terapan
h) Karya Arsitektur;
i) Peta; 

Karya seni batik atau seni motif lain;
Karya fotoga�;

l) Potret 
m) Sinematogra�;
n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis 
data, adaptasi, aransemen, modi�kasi dan karya lain dari 
hasil transformasi;
o) Terjemahan, adaptasi,aransemen, transformasi 
atau modi�kasi ekpresi budaya tradisional;

Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format 
yang dapat dibaca dengan program komputer maupun 
media lainnya;
q) Kompilasi ekpresi budaya tradisional telama 
kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r) Permainan video; dan 
s) Program komputer
Sedangkan jangka waktu berlakunya hak cipta terutama 
hak ekonomi berdasarkan obyeknya, secara umum 
adalah selama hidup pencipta ditambah 70 tahun 
setelah pencipta meninggal dunia untuk karya cipta yang 

diumumkan, kecuali untuk karya seni yang berupa seni 

(b) Hak-Hak Pencipta
 Hak Pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi 
menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi 
adalah mengizinkan atau melarang orang lain untuk 
mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. 
Hak ekonomi dari pencipta yang diatur dalam konvensi 
Berne hanyalah hak untuk mengumumkan dan 
memperbanyak ciptaan, seiring dengan perkembangan 
teknologi rekaman baik rekaman suara ( audio) maupun 
rekaman suara dan gambar (audiovisual) yang semakin 
canggih maka menimbulkan hak ekonomi bagi para 
pihak yang tidak menghasilkan karya cipta akan 
tetapi membantu menyebarkan karya cipta, hak ini 
dikenal dengan hak-hak yang terkait dengan hak cipta 
(neighbouring rights).Hak-hak terkait ini dimiliki oleh artis 
penampil, produser rekaman dan lembaga penyiaran.
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Hal yang penting dalam deklarasi ini termuat dalam Pasal 
31 sebagai berikut:

(1)Indigenous people have the rights to maintain, control, 
protect and develop their cultural heritage, traditional 
knowledge and traditional cultural expression, as well as 
the manifestation of their sciences, techology and cultures 
including human and genetic resources, seeds, medecines, 
traditional games and visual and performing arts. They also 
have the right to maintain, control, protect and develop their 
intellectual property over such cultural heritage, traditional 
knowledge and traditional cultural expressions.

(b)In conjunction with indigenous peoples, states shall take 
e�ective measures to recognize and protect the exercise of 
these rights.

suku asli mempunyai hak untuk mengelola, mengawasi, 
melindungi dan mengembangkan warisan budayanya, 
pengetahuan tradisional dan ekpresi budaya 
tradisionalnya juga perwujudan dari pengetahuan, 
teknologi dan budaya termasuk sumber daya genetik 
dan manusia, benih tanaman, obat-obatan, permainan 
tradisional dan seni pertunjukan dan seni visual. Mereka 
juga memiliki hak untuk mengelola, mengawasi, 
melindungi dan mengembangkan KI atas warisan 
budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya 
tradisionalnya. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan 

bahwa Negara harus memiliki sarana yang efektif untuk 
mengakui dan  melindungi pelaksanaan hak tersebut.

landasan hukum yang penting bagi pengakuan dan 
pelindungan semua pengetahuan tradisional termasuk 
ekspresi budaya tradisional. Langkah yang penting 
yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia adalah 

nasional Indonesia. 

PRINSIP HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG 
NASIONAL YANG MENJADI DASAR PENGAKUAN 
DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL 
UNDANG-UNDANG RI NO. 28 TAHUN 2014 
TENTANG HAK CIPTA

Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional 
dalam Sistem Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual di 
Indonesia. Kehidupan dalam masyarakat memerlukan 
suatu norma agar kehidupan masyarakat dapat berjalan 
dengan teratur, salah satu norma yang diharapkan 
dapat menciptakan hal tersebut adalah Hukum. 
Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-
norma berisikan petunjuk-petunjuk dan tingkah laku. 
Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia 
tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan 
kemana harus diarahkan. Hukum mengandung rekaman 
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2. Prinsip Fair Access and  Bene�t Sharing (ABS)
Prinsip pembagian keuntungan atas penggunaan 
sumberdaya genetik bagi para pihak dalam berbagai 
kegiatan sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal 
sebagai berikut:
a. Peran serta dalam kegiatan penelitian ilmiah  

b. Pembagian keuntungan dari pemanfaatan 

c. Akses atas sumberdaya genetik dan alih teknologi 
dalam penggunaan sumberdaya genetik  ( pasal 16 (3) );
d. Peran serta dalam penelitian bioteknologi berbasis 
pada sumberdaya genetik (pasal 19 (3) ); dan
e. Prioritas akses atas hasil dan keuntungan yang 
didapatkan dari penggunaan sumberdaya genetik yang 
disediakan untuk penelitian bioteknologi.(pasal 19 (2) ).

Dalam menyusun peraturan tentang pembagian 
keuntungan ini hanya berlaku jika para pihak adalah 
negara. Sebaliknya,  CDB tidak memberikan ketentuan 
yang jelas, jika yang menjadi salah satu pihak dalam 

karena itu, setiap negara harus mengembangkan sendiri 
pendekatan yang akan diambil, perundingan yang akan 
disepakati berkaitan dengan prinsip fairbene�t sharing ini. 
 
Walaupun kedua prinsip tersebut lebih difokuskan 
pada sumber daya genetik, akan tetapi sesuai dengan 
kesepakatan yang diterima negara-negara berkembang 
bahwa prinsip tersebut juga dapat diadopsi dalam 

dapat ditarik yaitu:
1. Prinsip Prior Inform Consent(PIC)

Prior Inform Consent 
artinya untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional 
harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah 
berdasarkan informasi yang disediakan oleh pengguna 
yang potensial, misalnya bagaimana informasi  akan 
dikumpulkan, digunakan dan dialihkan kepada pihak 
ketiga.  Izin yang disetujui lebih dulu, prosedur untuk 
mendapatkan izin harus dinyatakan dengan jelas dalam 
aturan hukum nasional.

yang dapat memberikan izin, akan tetapi secara implisit  

didapatkan dari komunitas lokal atau komunitas asli 
yang memiliki wilayah tempat pengetahuan tradisional 
itu berasal. Sedangkan pasal 10 (c) CBD menjelaskan 
bahwa negara harus memberikan perlindungan dan 
mendorong penggunaan hukum yang berlaku bagi 
komunitas tertentu (customary law) dalam pemanfaatan 
pengetahuan tradisional yang sesuai dengan praktek 
budaya tradisional yang sesuai dengan konservasi 
dan penggunaan berkelanjutan. Pasal ini menyiratkan 
bahwa izin penggunaan pengetahuan tradisional 
harus diberlakukan sebelum akses atas pengetahuan 
tradisional  di berikan. Kegiatan tersebut juga harus 
menghormati hukum yang berlaku pada komunitas 
tertentu ( customary law) yang memiliki kewenangan 
atas pengetahuan tradisional tersebut.
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Wayang topeng Malang adalah sebuah kesenian kuno 
yang usianya lebih tua dari keberadaan Kota Apel ini. 
Itulah sebabnya, kesenian ini tak dapat dipisahkan dari 
perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. 
Dalam catatan sejarah, topeng telah dikenal semenjak 
zaman kerajaan tertua di Jatim yaitu Kerajaan Gajayana 
(760 Masehi) yang berlokasi di sekitar kota Malang. 
Tepatnya, kesenian ini telah muncul sejak zaman Mpu 
Sendok. Saat itu, topeng pertama terbuat dari emas, 
dikenal dengan istilah puspo sariro (bunga dari hati yang 
paling dalam) dan merupakan simbol pemujaan Raja 
Gajayana terhadap arwah ayahandanya, Dewa Sima.6

Tapi sayang, dalam perkembangannya tari Wayang 
topeng malang ini kurang mendapatkan perhatian 
dari Pemerintah Kota Malang Raya. Ini terlihat dengan 
minimnya masyarakat Malang Raya yang mengetahui 
keberadaan kesenian tradisional tari Wayang topeng 
malang. Kurangnya perhatian ini, juga menunjukkan 
bahwa pemerintah tidak menyadari tari Wayang 
topeng malang sebenarnya menjadi potensi untuk 
mengembangkan daerah. Mengingat tari Wayang 
topeng malang bisa disejajarkan dengan tari Pendet (Bali), 
tari Jejer (Banyuwangi), dan tari Gambyong (Surakarta). 
Jika tidak ada upaya nyata untuk melindungi kekayaan 
ekspresi budaya non benda ini, maka kasus seperti Reog 
Ponorogo dapat berulang, atau bahkan kesenian ini bisa 
hilang ditelan masa.

RUMUSAN MASALAH

Beranjak pada sengketa yang telah terjadi ataupun yang 
potensial akan terjadi di masyarakat tentang pengakuan, 
pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan pengetahuan 
tradisional, maka permasalahan hukum yang dikaji 
adalah: Prinsip hukum apakah dalam perjanjian 
internasional serta aturan perundang-undangan nasional  
yang dapat dijadikan dasar pengaturan bagi  Pemerintah 
untuk memberikan perlindungan hukum atas karya 
Wayang topeng malang sebagai upaya pengakuan dan 
pelestarian pengetahuan tradisional?

Bagi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia memandang 
bahwa pengetahuan tradisional merupakan bagian 
secara keseluruhan yang tidak mungkin dipisahkan 
dari pandangan hidup, nilai-nilai kultural, kepercayaan 
spiritual dan sistem hukum yang hidup di masyarakat.2 
Hal ini berarti bahwa keberlanjutan dan keberadaan 
pengetahuan tradisional sangat penting karena tidak 
hanya sekedar pengetahuan akan tetapi merupakan satu 
kesatuan pengetahuan yang membentuk sistem sosial 
dan lingkungan yang tak terpisahkan. 

Banyak negara berkembang seperti Indonesia memiliki 
pengetahuan tradisional yang luar biasa melimpah,  
baik yang berupa sumber daya genetika maupun tradisi 
pengobatan dan karya-karya tradisional di bidang seni dan 
sastra yang menjadi warisan masyarakat adat diberbagai 
daerah. Perlindungan hukum atas pengetahuan 
tradisional ini menjadi penting terkait dengan kegiatan 
Biopiracy atau penggunaan yang tidak layak atas 
pengetahuan tradisional milik komunitas tertentu tanpa 
izin, yang hasil dari penggunaan pengetahuan tradisional 
tersebut kemudian dikomersialisasikan serta didaftarkan 
perlindungan haknya mengikuti sistem perlindungan  
kekayaan intelektual oleh pihak lain di luar komunitas 
pemilik pengetahuan tradisional tersebut3. Contohnya, 
paten pengembangan obat-obatan tradisional Indonesia 
yang didaftarkan di Jepang. Kasus pemberian paten atas 
temu giring sebagai agen anti penuaan oleh perusahaan 
kosmetik shesheido, yang kemudian pemerintah 
Indonesia mengajukan pembatalan atas paten tersebut.
Indonesia  juga memiliki kekayaan Pengetahuan 
Tradisional di bidang  folklore atau ekspresi seni dan 
budayayang amat beragam, yang semuanya belum 
mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. 
Timbulnya kasus sengketa antara Indonesia dan Malaysia 
tentang  Reog,  lagu Rasa Sayange atau lagu Burung Kakak 
tua, hanyalah contoh kecil dari potensi pengetahuan 
tradisional di bidang folklore yang sangat berharga dan 
layak untuk dilindungi hukum.

perkembangannya tari Wayang topeng malang ini kurang mendapatkan 
perhatian dari Pemerintah Kota Malang Raya. Ini terlihat dengan minimnya 
masyarakat Malang Raya yang mengetahui keberadaan kesenian tradisional 
tari Wayang topeng malang. Kurangnya perhatian ini, juga menunjukkan 
bahwa pemerintah tidak menyadari tari Wayang topeng malang sebenarnya 
menjadi potensi untuk mengembangkan daerah
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Hak ekonomi ini meliputi hak penggandaan ( reproduction 
right); hak penyebarluasan (distribution right); hak adaptasi 
(adaptation Right) yang meliputi hak penerjemahan, hak 
dramatisasi, hak �lm; hak pertunjukan ( performanceRight): 
hak atas rekaman suara (Mechanical Right); hak atas 
program siaran ( broadcasting right).20

Sedangkan hak moral adalah hak  yang melekat pada 
pencipta , yaitu hak untuk selalu  dicantumkan nama 
pencipta dalam setiap ciptaannya dan  hak atas keutuhan 
ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak 

berikut:
Pasal 5

merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri 
pencipta untuk:
(a)  tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan 
namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian 
ciptaannya untuk umum;
(b) menggunakan nama aslinya atau samarannya;
(c) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan 
dalam masyarakat;
(d) mengubah judul dan anak judul ciptaan dan:
(e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi 
ciptaan, mutilasi ciptaan dan modi�kasi ciptaan atau 
hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 
reputasinya.

Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepemilikannya seperti 
hak ekonomi. Hak moral ini merupakan hak yang akan 
mengikuti karya cipta kemanapun karya cipta itu beralih, 
hak ini biasa disebut dengan Droit de suite karena tetap 
melekat pada ciptaan walaupun kepemilikan ciptaan 
tersebut sudah berpindah tangan. Sedangkan jangka 

Selain pengaturan hak moral, maka undang-undang 
ini juga mengatur tentang kontrol sarana teknologi.

adalah instrumen teknologi dalambentuk antara 
lain kode rahasia, password, bar code, serial number, 
teknologi dekripsi(decryption) dan enkripsi (encryption) 
yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.Semua 
tindakan yang dianggap pelanggaran hukum 
meliputi: memproduksi ataumengimpor atau 
menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus 
untukmeniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk 
mencegah, membatasi perbanyakan dari karya cipta.

(c). Pembatasan Hak Cipta
Pemanfaatan hak cipta tidaklah sepenuhnya bersifat 
monopoli seperti paten, karena ada pembatasan-
pembatasan dan pengecualian-pengecualian yang 
berdasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan 
masyarakat (fair dealing) yang tidak termasuk dalam 
pelanggaran hak cipta. Sebagaimana diatur dalam pasal 

Perbuatan yang Tidak dianggap sebagai pelanggaran 
hak cipta meliputi:
a. Pengumuman , pendistribusian, komunikasi dan atau 
penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan 
menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman , pendistribusian,komunikasi dan atau  
penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau 
atas nama pemerintah kecualai dinyatakan dilindungi 
oleh  peraturan perundang-undangan, pernyataan pada 
ciptaan tersebut atau ketika terhadap ciptaan tersebut 
dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi 
dan atau penggandaan;
c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya atau 
sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat 
kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan 
sumbernya harus disebut secara lengkap atau:
d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta 
melalui media teknologi informasi dan komunikasi 
yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan 
pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut 
menyatakan tidak keberatan dengan pembuatan atau 
penyebarluasan tersebut;
e. Penggandaan, pengumuman dan atau pendistribusian 
potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan 
wakil presiden, pahlawan nasional pimpinan lembaga 
negara , pimpinan kementran /lembaga pemerintah 
non kementrian, dan atau kepala daerah dengan 
memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.

(1) Penggunaan , pengambilan, penggandaan dan atau 
pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait 
secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak 
dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jia sumbernya 
disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk 
keperluan:

a. Pendidikan , penelitian, penulisan karya ilmiah, 
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan 
suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan 
yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;

b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, 
legislatif dan peradilan;

c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan atau:

d. Pertunjukan atau pementasanyang tidak dipungut 
bayaran dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari pencipta.

(2) Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang 
tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau 
keterbatasan dalam membaca atau pengguna huruf 
braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap 
sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya 
disebutkan atau dicantumkan secara lengkap , kecuali 
bersifat komersial.
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Pada dasarnya obyek yang dilindungi Hak Cipta, prosedur 
perolehan hak maupun pembatasan hak cipta sama 
dengan ketentuan-ketentuan dalam Berne Convention 
yang telah di adopsi juga oleh TRIPs. Akan tetapi satu 
hak yang menarik dari Tunis Model Law ini adalah adanya 
pengakuan atas Folklore sebagaimana dijelaskan dalam 
bagian 6 Tunis Model Law sebagai berikut:

Section 6
Works of National folklore
(1) In the case of works of national folklore, the rights 
re�ered to in the section (4) and 5 (1) shall be exercised by 
the competent authority as de�ned in section 18(1bis) sub 
section (1) shall not apply when works of national folklore 
are used by a public entity for non commercial purposes.
(2) Works of national folklore are protected by all means in 
accordance with subsection (1) without limitation in time.
(3) Copies of works of national folklore made abroad, and 
copies of translation, adaptation, arrangements or other 
transformations of works of national folklore made abroad, 
withoutthe authorization of competent authority, shall be 
neither imported nor distributed.

Ketentuan dalam  Tunis Model Law tentang folklore 
ini dianggap penting karena adanya kecenderungan 
komersialisasi folklore dari negara-negara berkembang 
secara tidak sah yang seharusnya tidak terjadi. Bagian 3 
dari Tunis Model Law ini menyatakan bahwa folklore harus 
dilindungi sebagai penghargaan atas warisan budaya, 
oleh karena itu perlu dibentuk Badan yang berwenang 
untuk memberikan perlindungan atas folklore.
 

Tunis Model Law menunjukkan karya cipta yang 
dilindungi mau tidak mau merujuk pada kualitas, tujuan 
ataupun kepatutan dari karya cipta itu. Hal yang sama juga 
berlaku bagi karya cipta yang memiliki nilai immaterial 
baik yang memiliki tujuan budaya ataupun semata-

karya cipta yang semula dilindungi dengan Hak Cipta 
yang merupakan bentuk khusus yang diproduksi secara 
massal bahkan yang masuk kategori desain atau model 
harus dilindungi menurut hukum nasional masing-
masing negara.
 
Bagian 6 Tunis Model Law menjelaskan bahwa tujuan 
dari ketentuan ini adalah mencegah penggunaan  atau 
pemanfaatan secara tanpa hak dan tanpa izin dari warisan 
budaya yang dikenal sebagai folklore, yang tidak saja 
dapat menghasilkan keuntungan ekonomi akan tetapi 
juga sebagai peninggalan yang berkaitan erat dengan 
karakter individu atau rakyat. Dengan alasan ini, maka 
folklore juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, 
juga hak moral dan hak ekonomi jika karya folklore ini di 
manfaatkan. Perlindungan atas folklore berlaku selamanya 
tanpa ada batasan waktu oleh badan yang berwenang 
secara nasional yang memberdayakan atau mewakili 
komunitas masyarakat pemilik folklore tersebut. Badan 
yang berwenang tersebut juga bertanggung jawab atas 
pengelolaan folklore di negara yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

A. PRINSIP HUKUM DALAM PERJANJIAN 
INTERNASIONAL YANG MENJADI DASAR 
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN 
TRADISIONAL

1. The Tunis Model Law On Copyrights 
 for Developing Countries
Salah satu upaya masyarakat internasional dalam 
memberikan pengakuan atas folklore adalah Konferensi 
Diplomatik Stockholm 1967, yang dalam salah satu 
rekomendasinya menetapkan perlu diberikannya 
perlindungan hukum terhadap perwujudan suatu 
Folklore 

yang diterbitkan oleh Pencipta yang tidak diketahui, 
yang dianggap sebagai warga negara dari negara 
peserta Konvensi Bern. Negara bersangkutan akan 
menunjuk Badan Berwenang dalam negaranya untuk 
mewakili pencipta yang tidak diketahui dan melindungi 
ciptaan-ciptaannya. Badan berwenang yang dibentuk 
ini harus dilaporkan keberadaannya kepada WIPO (World 
Intellectual Property Organization). Akan tetapi Badan 
Berwenang yang ditunjuk Pemerintah untuk mewakili 
Pencipta yang tidak diketahui sebagaimana ditetapkan 

melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui 
penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai Folklore, 

untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi 
internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan Folklore 
telah dimuat dalam Tunis Model Law on Copyright for 
Developing Countries.

World Intellectual  Property Organization (WIPO) 
mengadakan “Round Table on Intellectual Property and 
Traditional Knowledge”: yang membahas kemungkinan 
menggunakan sistem KI untuk melindungi Karya 
Intelektual Tradisional. Terdapat beberapa asumsi pokok 
mengenai karya intelektual tradisional, yaitu:7
1. Karya intelektual tradisional bersifat dinamis dan  
 terus mengalami evolusi
2.  
 terdokumentasi
3. Terdapat tanggung jawab kolektif dan “kepemilikan”  
 yang lebih ditujukan pada upaya “pelestarian”

Penggunaan karya intelektual tradisional cenderung  
 lebih mengandalkan soal etika dan “bene�t sharing” di  
 dalam komunitas sendiri.

The Tunis Model Law menawarkan dua model dengan 
ketentuan bahwa model pertama selaras dengan 
ketentuan dalam Berne Convention versi 1971 (revisi Paris) 
dan model kedua selaras dengan ketentuan yang dapat 
diikuti baik oleh negara yang menganut tradisi Anglo 
Saxon maupun tradisi Hukum Roman (Eropa Kontinental). 
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Hak Cipta mencoba memberikan perlindungan yang lebih 
jelas untuk ekpresi budaya tradisional dimana hak cipta 
atas ekpresi budaya tradisional dipegang oleh negara, 
sedangkan pemanfaatannya harus memperhatikan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya serta 
pengaturan tentang ekpresi budaya tradisional akan 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka perlindungan 
terhadap pengetahuan tradisional menjadi isu yang 
harus diperhatikan oleh negara-negara berkembang. 
Hal ini disebabkan, negara berkembang yang kaya akan 
pengetahuan tradisional seringkali menjadi korban dari 
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin 
mengambil keuntungan atas pengetahuan tradisional 
masyarakat lokal. Bahkan regulasi internasional yang ada 
saat ini belum memadai untuk melindungi pengetahuan 
tradisional yang ada. Dibutuhkan pengaturan sui-generis 
agar perlindungan pengetahuan tradisional dapat 
dimaksimalkan. Dalam upaya menciptakan regulasi sui-
generis, negara yang kaya akan pengetahuan tradisional 
juga harus berperan aktif dalam upaya perlindungannya 
dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 
menerapkan perlindungan defensif berupa pembuatan 
database sebagai upaya preventif atas kemungkinan 
terjadinya misappropriation.

PENUTUP
Prinsip hukum dalam berbagai perjanjian internasional 
yang diikuti oleh pemerintah Indonesia seperti: Tunis 
Model Law for Developing Country, Convention on 

the Rights of Indigenous Peoples  2007 pada umumnya 
memuat prinsip hukum yang berkaitan dengan 
pengakuan, kepemilikan, hak komunal, izin pemanfaatan, 
pembagian keuntungan yang adil atas karya folkore. 

perlindungan hukum karya folklore, namun pengaturan 
tersebut belum memberikan kejelasan tentang 
pengakuan, kepemilikan, hak komunal, izin pemanfaatan, 
pembagian keuntungan yang adil atas karya folkore.
SARAN
1. Pemerintah segera mengadakan kajian yang 
mendalam berkaitan dengan perbedaan yang prinsipil 
dalam perlindungan hukum atas karya folklore khususnya 
ekpresi budaya tradisional menurut regim hak cipta dan 
regim pengetahuan tradisional;
2. Pemerintah segera mewujudkan undang-undang 
tentang folklore khususnya ekpresi budaya tradisional 
yang berbasis pada perlindungan terbaik atas 
kepentingan para pihak, beserta peraturanpelaksananya 
sehingga aturan hukum tersebut dapat berjalan efektif.

Pemakaian secara substantif merupakan pelanggaran 
Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai 
pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau 
dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas 
untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk 
untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup 
pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian 
dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari Penciptanya. 
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(3) Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan 
sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak dianggap sebagai 
pelanggaran jika dilakukan berdasarkan pertimbangan 
pelaksanaan teknis.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses 
terhadap  suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, 
penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan 
dalam membaca atau pengguna huruf braille, buku 
audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran 
kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta 
sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila 
penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada 
ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang 
paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, 
meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian 
seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran 
Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai 
pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau 
dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas 
untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk 
untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup 
pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian 
dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari Penciptanya. 

Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan 
Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak 
dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya 
tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan 
yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, 
dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama 
Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit 

wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah 
suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan 
dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.
Dari analisa tersebut diatas dapat dikatakan bahwa 

hak cipta telah memberikan perlindungan hukum 
yang memadai terhadap karya cipta dan pemilik atau 
pemegang hak cipta. 

Terkait dengan perlindungan hukum atas ekspresi 

telah memberikan perlindungan hukum  yang memadai 
untuk  ekspresi budaya tradisional khususnya folklore.

sebenarnya sudah memberikan perlindungan tentang 
ekpresi budaya tradisional walaupun masih kurang 
memadai.

Pasal 10 
1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan 
prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil 
kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti 
cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan 
tangan, koreogra�, tarian, kaligra�, dan karya seni lainnya.

tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara 
Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari 
instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam pasal 
tersebut diatas sebagai berikut: 
Pertama, de�nisi foklore dalam penjelasan pasal 
demi pasal disebutkan Folklore dimaksudkan sebagai 
sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh 
kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, 
yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya 
berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau 
diikuti secara turun temurun, termasuk:
a. cerita rakyat, puisi rakyat;
b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-
ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, 
pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.21

Folklore dalam ketentuan tersebut diatas mencakup 
hal yang luas dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia, 
dengan demikian dapat diasumsikan bahwa setiap 
daerah memiliki kekayaan budaya lokal masing-masing. 
Kedua, berkaitan dengan kepemilikan Hak Cipta atas 
Folklore, dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa 
negara adalah pemegang Hak Cipta dengan tujuan 
agarpemerintah dapat mencegah adanya monopoli 
atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau 
pemanfaatan komersial tanpa seizin pemerintah 
Indonesia, ketentuan ini dimaksudkan untuk 
menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak 
nilai kebudayaan tersebut. Ketentuan pasal tersebut 
pada kenyataannya  sulit dilaksanakan hal ini disebabkan 
setiap daerah memiliki kekayaan folklore masing-masing, 
dan daerah lah yang paling tahu potensi komersialisasi 
atas folklore sehingga idealnya pemerintah daerah  yang 
dapat melakukan pengawasan atas folklore. 
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Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) 
merupakan hal yang belum disepakati secara formal 
dalam Perjanjian Trade Related Aspects on Intellectual 
Property Rights (TRIPs). Pengetahuan Tradisional juga 
masih mengundang berbagai macam kontroversi 
terutama menyangkut pengakuan, perlindungan hukum 
dan pemanfaatannya baik di tingkat nasional maupun 
internasional. 
 
Terkait dengan hal tersebut Karya topeng Malang adalah 
salah satu bentuk Pengetahuan Tradisional yang harus 
dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dirumuskan 
dalam permasalahan sebagai berikut: Prinsip hukum 
apakah dalam perjanjian internasional serta aturan 
perundang-undangan nasional  yang dapat dijadikan 
dasar pengaturan bagi  Pemerintah untuk memberikan 
perlindungan hukum atas karya Wayang topeng malang 
sebagai upaya pengakuan dan pelestarian pengetahuan 
tradisional? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dengan 
menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan 
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 
approach), pendekatan perbandingan (comparative 
approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) 
maka Prinsip hukum dalam berbagai perjanjian 
internasional yang diikuti oleh pemerintah Indonesia 
seperti: Tunis Model Law for Developing Country, 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples  2007 

pada umumnya memuat prinsip hukum yang berkaitan 
dengan pengakuan, kepemilikan, hak komunal, izin 
pemanfaatan, pembagian keuntungan yang adil atas 

telah mengatur perlindungan hukum karya folklore, 
namun pengaturan tersebut belum memberikan 
kejelasan tentang pengakuan, kepemilikan, hak komunal, 
izin pemanfaatan, pembagian keuntungan yang adil atas 
karya folkore.

Permasalahan tentang Pengetahuan tradisional 
(Traditional Knowledge) merupakan hal yang belum 
disepakati secara formal dalam Perjanjian Trade Related 
Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs). Pengetahuan 
Tradisional juga masih mengundang berbagai macam 
kontroversi terutama menyangkut pengakuan, 
perlindungan hukum dan pemanfaatannya baik di 
tingkat nasional maupun internasional.  

Dari sudut pandang negara-negara anggota World 
Intellectual Property Rights (WIPO) dukungan atas 
pengakuan dan perlindungan hukum atas pengetahuan 
tradisional juga sangat kuat,  karena pengakuan atas 
pengetahuan tradisional merupakan bagian dari 
identitas kultural bangsa-bangsa di dunia. Sampai saat ini  
pengelolaan pengetahuan tradisional dalam sistem yang 
berbeda merupakan hal yang sangat penting karena 
dapat meningkatkan kesejahteraan, mempertahankan 
keberlanjutan pembangunan, kehidupan kebudayaan 
dan pengetahuan bagi masa depan mereka1.

  PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA TOPENG 
MALANGAN SEBAGAI UPAYA PENGAKUAN DAN 

PELESTARIAN PENGETAHUAN TRADISIONAL 
(TRADITIONAL KNOWLEDGE )

Dr. Yuliati, S.H.,LL.M* 
Yenny Eta Widyanti, SH.,MHum*
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V. Patent Cooperation Treaty

Sebagaimana tujuan dari Patent Cooperation Treaty36atau 
Traktat Kerja Sama Paten yaitu menyederhanakan dan 
menyumbang secara lebih ekonomis cara memperoleh 
perlindungan untuk Invensi-invensi di beberapa negara 
dan untuk memfasilitasi serta mempercepat akses oleh 
masyarakat terhadap informasi teknis yang dimuat dalam 
dokumen-dokumen yang menggambarkan Invensi-
invensi baru, Patent Cooperation Treaty atau Traktat 
Kerjasama Paten memiliki Pedoman Kantor Penerima 
PCT untuk Penyelesaian Permohonan Internasional 
oleh Kantor Penerima Berdasarkan Traktat Kerja Sama 
Paten, khususnya pada Chapter X - References to Deposited 
Microrganisms or other Biological Material.37

Chapter 10 Patent Cooperation Treaty secara umum 
mengatur bahwa apabila permohonan internasional 
berkaitan dengan mikroorganisme yang disimpan atau 
materi biologis lainnya, bukan merupakan tanggung 
jawab Kantor Penerima untuk memeriksa apakah petunjuk 
mengenai adanya mikroorganisme yang disimpan atau 
bahan biologis lainnya tersebut harus dibuat dalam 
permohonan itu sendiri atau dalam kaitannya dengan itu. 
Namun, dengan telah dilengkapinya referensi tersebut, 
Kantor Penerima akan memeriksa sejauh diuraikan di 
bawah ini dan dalam kasus-kasus tertentu meminta 
Pemohon untuk memperbaikinya atau menghendaki 
Pemohon untuk memberikan perhatian khusus pada 
keadaan tertentu.

Referensi untuk Mikroorganisme yang Disimpan atau 
Materi Biologi Lain sebagai Bagian dari Deskripsi

Hukum nasional dari negara-negara tertentu 
mensyaratkan bahwa referensi untuk mikroorganisme 
yang disimpan atau bahan biologis lainnya dilengkapi 
sesuai Aturan 13bis.3 (a) disertakan dalam deskripsi 

indikasi diajukan pada lembar terpisah seperti Formulir 

tersebut sebagai lembar deskripsi (sebaiknya pada akhir 
deskripsi dalam seri kedua sebagaimana dimaksud dalam 
Section 207).39 Dalam kasus seperti itu, check-box di 
Kotak Nomor IX dari permintaan mengacu pada indikasi 
yang terpisah yang berkaitan dengan mikroorganisme 
yang disimpan atau bahan biologis lainnya tidak perlu 
ditandai. Apabila referensi pada mikroorganisme yang 
disimpan atau bahan biologis lainnya dibuat pada lembar 
terpisah, sebaiknya lembar tersebut dilengkapi dengan 
permintaan dan mengacu pada yang terdapat dalam 
check list (Section 209 (a)).

Apabila lembaran-lembaran berisi referensi mikroorganisme 
yang disimpan atau bahan biologis lainnya sebagaimana 
dide�nisikan dalam Aturan 13bis didaftarkan pada tanggal 
yang sama sebagai permohonan internasional, tetapi 
terpisah dari deskripsi, maka lembaran tersebut tidak diberi 
nomor sebagai bagian dari permohonan internasional 

dapat meminta pemohon agar memahami bahwa hukum 
nasional dari negara-negara tertentu mensyaratkan indikasi 
yang bersangkutan disertakan dalam deskripsi.
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untuk menyelesaikan menghubungkan satu ujung kabel 
daya tiga fasa, hanya diperlukan satu operasi dengan 
demikian menambah e�siensi kerja.

Penemuan ini menyediakan suatu penyambung kabel 
daya tiga fasa jenis tancap, yang mencakup suatu badan 
utama (1) yang mempunyai paling sedikit dua soket (2), 

jumlah soket (2). Bagian luar dari badan utama (1) dan 

bagian dalamnya mempunyai bagian pengantar antara 
(3). Tiap soket (2) dari badan utama (1) disediakan di 
dalamnya dengan tiap lubang sisipan (13), yang saling 
diisolasi dan diberikan kepada bagian pengantar antara 
(3), berturut-turut. Tiap lubang sisipan (13) pada ujung 
dalamnya mempunyai suatu dudukan penghubung 
(6) yang dihubungkan dengan bagian pengantar dan 

isolator, dan selanjutnya mempunyai suatu selongsong 

pengantar. Setelah disisipkan ke dalam lubang sisipan 

dalamnya dengan rangkaian pengunci (21) dalam badan 
utama (1). Lapisan  pelindung untuk jalur pengantaran 
dari ketiga fasa disusun dalam isolator dari badan utama 

INFORMASI PATEN

Permohonan Paten diajukan oleh Xu, Xiaoying dari China 
dengan nomor permohonan W20000373, diajukan 

diberikan paten 21 Februari 2003 dengan nomor paten 

selama 20 tahun, status Batal Demi Hukum.

INVENSI PATEN

Invensi ini menyediakan suatu sambungan kabel daya 
tiga fasa sehingga saling menghubungkan kabel daya 
tiga fasa dapat dilaksanakan hanya oleh satu sambungan. 

Penemuan ini dilatarbelakangi oleh sambungan 
kabel daya yang selama ini ada masih mempunyai 
kelemahan, diantaranya satu sambungan hanya dapat 
digunakan untuk menghubungkan satu fasa dari kabel 

dengan menggunakan tiga sambungan yang memakai 
sambungan tancap ini. 

Sambungan kabel daya tiga fasa menurut penemuan 
ini mempunyai keuntungan. Sambungan tancap suatu 
ujung dari suatu kabel daya tiga fasa dapat dilakukan 
hanya oleh satu sambungan. Kabel yang disambung 
mempunyai pro�l sambungan yang kecil. Tambahan lagi, 

PENYAMBUNG 
KABEL DAYA 
TIGA FASA 
JENIS TANCAP
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DAFTAR PUSTAKA
Ahmad.Z. Purba, 

Correa, Carlos, 

,
Hukum Hak Cipta

Drahos, Peter, , Dorthmouth Publishing, 

,

,

, 

dalam

, dalam

Muhammad, Abdul Kadir

, Bina ilmu, 

Saidin, OK,

.Austlii.edu.au

Sulaeman Kamil, , 

Sumber Tulisan & Gambar :

1 

h.1
2 

3 

4 

5 

, , t Burung 

6 

Sulaeman Kamil, , 

Pasal 1 CBD 

11 Bambang Kesowo, 

12 Ibid

13 

14 

15 

16 

21 
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Jika pemohon menegaskan bahwa lembaran yang 
berisi referensi mikroorganisme yang disimpan tersebut 
menjadi bagian dari deskripsi, maka lembaran tersebut 
harus dimasukkan pada akhir deskripsi dan diberi nomor 
kembali sesuai dengan Section 207. Kantor Penerima 
dapat memberi nomor kembali lembar-lembar baru 

check 
list mungkin perlu diperbaiki dan diharuskan membayar 
biaya tambahan apabila melebihi 30 lembar (paragraf 

Jika pada situasi yang digambarkan di atas pemohon 
tidak menanggapi pemberitahuan dari Kantor Penerima, 
proses permohonan internasional tetap berlanjut dan 
Kantor Penerima tidak perlu melakukan tindakan lebih 
lanjut mengenai hal ini.

Setiap lembar terpisah berisi referensi mikroorganisme 
yang  disimpan atau bahan biologis lainnya yang diterima 
oleh Kantor Penerima setelah pengiriman salinan catatan 
ke Biro Internasional harus segera dikirimkan kepada 
Biro Internasional sehingga dapat diterima sebelum 
persiapan teknis untuk publikasi internasional dilakukan 

Persyaratan mengenai lembar berisi 
referensi mikroorgansime atau bahan 
biologis lainnya
      
Apabila lembar yang berisi referensi dari 
mikroorganisme disimpan atau bahan biologis 
lainnya merupakan bagian dari deskripsi, 
maka harus menggunakan bahasa pada saat 
mengajukan pendaftaran, atau diperlukan 
terjemahan dari permohonan internasional 

menggunakan bahasa pada saat mengajukan 
pendaftaran dan bahasa terjemahan. Jika 
Kantor Penerima memberitahukan bahwa 
lembaran tersebut tidak dilengkapi dengan 
terjemahan, Kantor Penerima akan segera 

terjemahan dari lembaran tersebut.

Sejak tahun 1977 hingga saat ini sudah 
terdapat 26 Permohonan pendaftaran Paten 
untuk Invensi jasad renik yang diajukan pada 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 
yang Pemohonnya adalah berasal dari luar 
negeri. 10 Permohonan Paten diantaranya 
sudah diberikan Paten. Hingga saat ini 
Indonesia belum merati�kasi Traktat Budapest 
dan belum terdapat lembaga atau institusi 
tempat penyimpanan jasad renik sesuai 
standar internasional dimana penyimpanan 
diperlukan untuk memenuhi persyaratan 

Invensi-invensi yang melibatkan jasad renik 
atau penggunaan dari suatu jasad renik 
berdasarkan Traktat Budapest.

Dengan belum dirati�kasinya Traktat Budapest 
menimbulkan kendala bagi Penemu atau 
Inventor Indonesia yang menghasilkan Invensi 
dalam jasad renik, maka Invensi tersebut 
tidak dapat diajukan permohonan Patennya 
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
karena persyaratan yang mengharuskan 
penyimpanan suatu jasad renik pada 
lembaga penyimpanan yang sesuai standar 
internasional Traktat Budapest untuk tujuan 
permohonan Paten belum tersedia di 
Indonesia. 

Sebagaimana tujuan dari Patent 
Cooperation Treaty atau Traktat Kerja 
Sama Paten yaitu menyederhanakan 
dan menyumbang secara lebih 
ekonomis cara memperoleh 
perlindungan untuk Invensi-invensi 
di beberapa negara dan untuk 
memfasilitasi serta mempercepat akses 
oleh masyarakat terhadap informasi 
teknis yang dimuat dalam dokumen-
dokumen yang menggambarkan 
Invensi-invensi baru, Patent Cooperation 
Treaty atau Traktat Kerjasama Paten 
memiliki Pedoman Kantor Penerima 
PCT untuk Penyelesaian Permohonan 
Internasional oleh Kantor Penerima 
Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, 
khususnya pada Chapter X - References 
to Deposited Microrganisms or other 
Biological Material.
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Permohonan Paten, secara garis besar harus dilampiri 
persyaratan-persyaratan sebagaimana terdapat pada 

harus memuat judul Invensi, klaim yang terkandung dalam 
Invensi, deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap 
memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi, 
gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan 
untuk memperjelas Invensi, dan abstrak Invensi.29 

Permohonan juga harus dilampiri persyaratan yaitu 
melampirkan surat bukti penyimpanan jasad renik. 
Invensi yang berkaitan dengan mikroorganisme atau 
jasad renik dapat didaftarkan sebagai Paten, baik 
itu untuk Paten produk maupun Paten proses yang 
melibatkan mikroorganisme, atau jasad renik itu sendiri. 
Permintaan Paten yang diajukan harus mencakup 
semua aspek (karakteristik) jasad renik yang diketahui 
oleh yang mengajukan permintaan Paten tersebut. 

wajib melampirkan serti�kat penyimpanan jasad renik 
yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penyimpanan 
contoh jasad renik yang bersangkutan. Serti�kat tersebut 
harus dapat disampaikan kepada Kantor Paten selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan 
Permintaan Paten atau untuk permintaan dengan hak 
prioritas tidak melampaui jangka waktu atau periode 
Prioritas. Contoh Serti�kat jasad renik yang bersangkutan 
harus memuat: a) nama jasad renik; b) nama lembaga-
lembaga penyimpanan jasad renik yang dipilih; dan 
c) nomor dan tanggal penyimpanan jasad renik yang 
bersangkutan.

III.  Undang-undang Nomor 14  Tahun 2001  
  Tentang Paten

2001 Tentang Paten, ketentuan Pasal 7 mengatur 
Invensi-invensi yang tidak dapat diberi Paten, yaitu:27 

a. Proses atau produk yang pengumuman dan 
penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau 
kesusilaan;

b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan 
dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap 
manusia dan atau hewan;

c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan 
matematika; atau

d. i.  Semua makhluk hidup, kecuali  jasad renik;
 ii. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi  
 tanaman/hewan, kecuali proses  non-biologis atau  
 proses mikrobiologis.

makhluk hidup dalam huruf d butir 
(i) mencakup manusia, hewan atau tanaman, sedangkan 
yang dimaksud dengan jasad renik adalah makhluk hidup 
yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat 
secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan 
mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri.  
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Tak hanya sampai di situ, Melitta terus mengembangkan 
teknik baru untuk memperbaiki bentuk dan performa 
paper �lter-nya.  Dia juga merevisi material dan proses 
produksi sistem �lter paper co�ee 
�lter berwarna natural brown yang dibuat dari pulp/ 
bubur kertas tanpa pemutih (unbleached pulp) mulai 
diperkenalkan, sebuah produk pertama tanpa pemutih 
yang tak diinginkan lingkungan.  Pada 1992, menanggapi 
popularitas paper �lter putih, Melitta mengembangkan 
proses pemutihan dengan oksigen untuk menghasilkan 
kertas putih tanpa klorin.

Melitta Bentz tetaplah pioneer yang dengan jenius 
menemukan penyaring kopi yang awalnya hanya untuk 
menghilangkan pahit pada kopi yang dia nikmati sendiri.

Ada berbagai cara untuk mendapatkan secangkir kopi 
yang nikmat.  Bisa dengan menggunakan mesin Espresso, 
menggiling biji kopi dengan lesung dan alu atau mesin 
penggiling kopi, dan lain-lain.  Perkembangan dunia 
kopi tak pernah berhenti dari ratusan tahun lalu hingga 
saat ini.  Cara seduh, tren serta kemunculan alat-alat kopi 
sepertinya terus berkembang seiring dengan kebutuhan 
penikmat kopi yang semakin hari semakin kompleks.

pour 
over) sendiri, alat-alat seduhnya kerap bermunculan.  
Bukan hanya alat seduh, kertas saring (paper �lter) yang 
kerap digunakan juga ternyata mengalami evolusi dari 
dulu hingga sekarang.  Tanpa paper �lter, mungkin kopi 
yang dihasilkan dengan metode pour over takkan pernah 
senikmat sekarang. Tapi siapakah yang pertama kali yang 
dengan jeniusnya menemukan paper �lter?

Adalah Amalie Auguste Melitta Bentz, seorang ibu rumah 

yang ternyata pertama kali menciptakan penyaring kopi.  

yang kemudian dia patenkan dengan nama “Filter Top 
Device” lalu dikenal menjadi “Paper Filter”.  Patennya 

dia juga mendirikan perusahaannya dengan nama yang 
sama di tahun yang sama.

Perjalanan Melitta dengan penyaring kopinya belum 
selesai.  Pada 1930, Melitta mengubah penyaring kopinya 
dengan bentuk yang meruncing dan kerucut serta 
menambahkan beberapa sudut.  Hal ini akan menciptakan 
area �ltrasi yang lebih besar dan memungkinkan untuk 
meningkatkan ekstraksi dari bubuk kopi.  Pada 1936, 
paper �lter yang berbentuk kerucut yang muat ke dalam 
penyaring runcing di atasnya diperkenalkan.  Filter yang 
dilabeli 102 ini menjadi �lter yang paling popular pada 
masa itu.

Sumber Tulisan & Gambar :

KERTAS PENYARING KOPI (Paper Filter)

Amalie Auguste Melitta Bentz
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Triayu Ratna Dewi

Triayu sebagai konsultan HKI aktif, berpendapat bahwa 
pelayanan yang diberikan oleh DJKI sudah banyak 
mengalami peningkatan dan masyarakat sudah semakin 
mudah untuk memperoleh informasi dan melakukan 
pendaftaran KI. Namun demikian, usaha tersebut 
menurutnya masih perlu ditingkatkan terutama terkait 
proses pelayanan pencetakan serti�kat yang terkadang 
masih terdapat kendala. Ia berharap hal ini akan menjadi 
fokus DJKI kedepannya sehingga masyarakat dapat 
menikmati layanan yang baik dan maksimal dari DJKI.

mengapresiasi pelayanan loket DJKI yang saat ini sudah 
baik. Fasilitas loket yang rapi dan informatif dengan 
berbagai fasilitas seperti customer service dan veri�kator 
serta fasilitas lainnya. Triayu menambahkan tentang 
komitmen DJKI sebagai bagian dari pemerintah untuk 
dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan 
akuntabel kepada masyarakat terkait pendaftaran dan 
perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari 
pelayanan publik.

Terkait layanan pendaftaran online yang disediakan oleh 
DJKI, Triayu mengungkapkan bahwa fasilitas seperti 
ini memang sudah menjadi kewajiban DJKI bahkan 
merupakan kewajiban dari semua negara yang memiliki 
komitmen atas perlindungan kekayaan intelektual 
terutama bagi negara-negara yang sudah atau memiliki 
prioritas terhadap pendaftaran KI secara internasional. 
Protokol Madrid dan kawasan perdagangan APEC, AEC 

HKI harus bisa adaptasi dengan kondisi dan situasi di era 
global, pekerjaan konsultan sebenarnya banyak tidak 
cuma mendaftarkan saja, jadi anggaplah ini sebuah 
tantangan untuk meningkatkan ilmu, wawasan dan 
keahlian supaya tetap bisa eksis.

Lebih lanjut Triayu mengungkapkan perlunya 
mengantisipasi permasalahan yang timbul sehubungan 
dengan fasilitas pendaftaran online seperti terjadinya 
kesulitan mengakses pada saat sibuk. “Hal ini harus 
diantisipasi dari awal oleh DJKI agar tidak terjadi 
hambatan”, ungkapnya. Satu lagi terkait fasilitas 
pendaftaran online, Triayu menyarankan agar dilakukan 
sosialisasi termasuk praktek cara menggunakannya bagi 
para pejabat, fasilitator dan para pemohon di daerah yang 
masih minim informasi. Ia juga memberi masukan agar 
DJKI serius dan berkomitmen tinggi dalam membangun 
sistem pelayanan pendaftaran online. Layanan online 
ditujukan untuk kepraktisan dan kemudahan, artinya 
apabila sistem online sudah terbentuk dengan baik 
cukup dilakukan layanan via satu pintu saja, tidak perlu 
lagi ada layanan manual.

Triayu Ratna Dewi, dosen pada fakultas hukum dan 

menjadi partner dari Firma Merdeka Consultant. Sesuai 
namanya, wanita berparas ayu yang mempunyai hobi 
traveling dan �tness ini ternyata aktif memanfaatkan 
fasilitas pendaftaran online kekayaan intelektual yang 
disediakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
(DJKI). Ia mendapatkan penghargaan sebagai Pengguna 
Terbaik Aplikasi Daring Kekayaan Intelektual  (Pencatatan 

HAM pada Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2016 
yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden tanggal 

MARI 
MANFAATKAN 
FASILITAS 
ONLINE 
KEKAYAAN 
INTELEKTUAL
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tertentu adalah jasad renik yang dapat dimintakan 
Paten dan bukan termasuk dalam jenis penemuan 
yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31

Cara Permintaan Paten, mengatur bahwa apabila nama 
jasad renik, tanggal penyerahannya untuk disimpan, 
nama lembaga penyimpanan dan nomor penyimpanan 
jasad renik tersebut tidak dicantumkan pada deskripsi 
dalam permintaan paten yang bersangkutan, maka 
keterangan tersebut wajib disampaikan kepada Kantor 
Paten selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

mengatur bahwa penyampaian keterangan mengenai 
jasad renik sebagaimana dimaksud ayat 2 dianggap 
sebagai persetujuan tanpa syarat dari orang yang 
mengajukan permintaan Paten kepada setiap orang yang 
pada saat atau setelah pengumuman permintaan Paten, 
mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Paten 
untuk memperoleh contoh jasad renik yang disimpan 
tersebut. Sekalipun orang yang mengajukan permintaan 
Paten dianggap menyetujui untuk memberikan contoh 
jasad reniknya apabila ada orang yang mengajukan 
permintaan untuk itu, pengeluaran contoh tersebut oleh 
lembaga tempat penyimpanan tetap memerlukan ijin 
tertulis dari Kantor Paten.32

Lembaga atau lembaga-lembaga penyimpanan contoh 

ayat (1) huruf a tersebut di atas adalah lembaga-lembaga 
yang diakui menurut Persetujuan Budapest Tahun 

(Budapest Treaty on the International Recognition 
of Deposit of the Microorganism).29 Pemberian contoh 
jasad renik kepada orang yang memerlukan hanya 
dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Kantor 
Paten yang mengijinkan dikeluarkannya contoh tersebut 
dari lembaga tempat penyimpanannya. Permintaan 
untuk mendapatkan persetujuan Kantor Paten diajukan 
secara tertulis kepada Kantor Paten dengan dilengkapi 
pernyataan, yaitu:34

a. Tidak akan memindah-tangankan contoh jasad 
renik tersebut kepada orang lain sampai dengan 
permintaan Paten tersebut ditarik kembali atau 
ditolak atau sampai dengan berakhirnya jangka 
waktu Paten apabila Paten telah diberikan;

b. Hanya semata-mata digunakan untuk keperluan 
percobaan saja sampai dengan permintaan Paten 
tersebut ditarik kembali, atau dianggap ditarik 
kembali atau sampai dengan diberikannya Paten 
untuk penemuan Paten yang bersangkutan.

Dalam hal permintaan untuk mendapatkan contoh jasad 
renik telah disetujui oleh Kantor Paten, maka persetujuan 
tersebut harus segera diberitahukan kepada orang yang 
mengajukan permintaan Paten yang bersangkutan.  

IV.  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991  
  Tentang Tata Cara Permintaan Paten

Tentang Tata Cara Permintaan Paten 
 mengatur bahwa:30

(1)  Dalam hal deskripsi mengenai suatu penemuan 
menyangkut jasad renik tertentu, sedangkan jasad renik 
itu belum mungkin diungkapkan atau tersedia bagi 
masyarakat pada saat pengajuan permintaan Paten, 
maka deskripsi seperti itu tetap dapat diterima apabila 
deskripsi tersebut mengungkapkan secara lengkap dan  
jelas cara penggunaan jasad renik dan sejauh dipenuhi 
syarat-syarat:
a.  Contoh jasad renik tersebut telah disampaikan untuk 

disimpan pada lembaga penyimpanan jasad renik 
yang diakui oleh Kantor Paten sebelum permintaan 
paten diajukan atau sebelum tanggal penerimaan 
permintaan Paten diberikan;

b.  Permintaan paten yang diajukan tersebut 
mencantumkan penjelasan secukupnya mengenai 
ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang 
bersangkutan;

c.  Nama jasad renik, tanggal penyerahannya untuk 
disimpan, nama lembaga penyimpanan dan  nomor 
penyimpanan jasad renik tersebut dicantumkan 
pada deskripsi dalam permintaan paten yang 
bersangkutan;

Orang yang mengajukan 
permintaan Paten tersebut 
wajib melampirkan serti�kat 
penyimpanan jasad renik yang 
dikeluarkan oleh lembaga-
lembaga penyimpanan contoh 
jasad renik yang bersangkutan. 

Serti�kat tersebut harus dapat 
disampaikan kepada Kantor Paten 
selambat-lambatnya 3 (tiga) 
bulan sejak Tanggal Penerimaan 
Permintaan Paten atau untuk 
permintaan dengan hak prioritas 
tidak melampaui jangka waktu 
atau periode Prioritas.
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bioteknologi, yaitu Invensi-invensi mengenai 
mikroorganisme atau jasad renik diatur dalam 
ketentuan-ketentuan khusus. Dalam persetujuan TRIPs, 
berdasarkan  Pasal 27 ayat (3) huruf b merupakan 
kewajiban untuk memberikan perlindungan Paten bagi 
‘mikroorganisme’ dan proses ‘mikrobiologis’. Terminologi 
‘micro-organisms’ tidak dijabarkan di dalam Persetujuan 

negara, terminologi atau istilah mikroorganisme tidak 
dijabarkan secara jelas, sehingga terdapat �eksibilitas 
dalam menentukan apa yang dapat dipatenkan 
dalam mikroorganisme.20 Mikroorganisme yang dapat 
dipatenkan dapat dianggap bahwa produksi itu dilakukan 
dengan campur tangan manusia, dimana intervensi tidak 
jelas dan lebih lanjut bahwa mereka tidak melibatkan 
proses dasar biologisnya. Mikroorganisme semacam 
ini tidak diragukan lagi dalam memenuhi kriteria dari 
sesuatu yang baru, langkah inventif dan kegunaan atau 
aplikasi industri. Paten Mikroorganisme tersebut dapat 
mencakup virus transgenik, sub-virus partikel, plasmid, 
bakteri, actinomycetes, ragi, jamur, dan parasit.

Banyak negara telah mempertimbangkan bahwa 
mikroorganisme alami merupakan suatu yang 
tidak dapat dipatenkan. Tetapi negara-negara maju 

berbagi pandangan bahwa jika zat alami termasuk 
mikroorganisme yang diisolasi untuk pertama kalinya 
dalam bentuk atau kemurnian yang tidak terjadi secara 
alami, jika mikroorganisme tersebut telah teridenti�kasi 
secara jelas dan jika mereka memiliki aplikasi industri, 
maka hal ini bisa menjadi subjek dari Paten. 

The Budapest Treaty on the International Recognition of 
the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent 
Procedure.

Traktat internasional dengan judul “The Budapest 
Treaty on the International Recognition of the Deposit of 
Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure atau 
Traktat Budapest adalah traktat tentang Pengakuan 
Sistem Penyimpanan Mikroorganisme untuk Tujuan 
Prosedur Paten yang diadopsi pada Konferensi 

21 Traktat Budapest 
mengatur tentang penyimpanan jasad renik pada 

Penyimpanan Internasional atau International Depository 
Authority (IDA), dimana penyimpanan diperlukan untuk 
memenuhi persyaratan deskriptif dari undang-undang 
Paten bagi Invensi-invensi yang melibatkan jasad renik 
atau penggunaan dari suatu jasad renik.22 International 
Depositary Authority (IDA) untuk jasad renik yang diakui 
oleh Kantor Paten adalah lembaga-lembaga yang telah 
diakui menurut Budapest Treaty.

Setiap negara Anggota dari Konvensi Paris dapat menjadi 
Anggota dari Traktat Budapest dengan memenuhi syarat 

16 Traktat Budapest.23 Berdasarkan Traktat Budapest, 

Negara Anggota yang mengijinkan atau mengharuskan 
penyimpanan suatu jasad renik untuk tujuan-tujuan 
permohonan pendaftaran Paten harus mengakui 
bahwa untuk tujuan permohonan pendaftaran Paten, 
penyimpanan suatu jasad renik pada International 
Depository Authority (IDA) tidak membedakan lokasi 
penyimpanan. 

Lembaga-lembaga tempat penyimpanan jasad renik 
diharuskan menyimpan aneka ragam jasad renik, animal 
viruses (virus hewan), fungi (jamur), cell cultures (kultur sel), 
moulds (bahan adonan), yeasts (ragi), plasmids (plasmid), 
protozoa (protozoa), seeds (biji-bijian), animal embroys 
(emberio hewan
(lima) tahun setelah permohonan paling terakhir untuk 
contoh jasad renik dan paling sedikit 30 (tiga puluh) 
tahun setelah tanggal original atau asli diterimanya 
penyimpanan contoh jasad renik. Contoh jasad renik 
dalam bentuk dan kondisi yang khusus harus disimpan 
pada suatu IDA sebelum permohonan pendaftaran Paten 
diajukan.  Setiap Kantor Paten memiliki prosedur yang 
ditegaskan mengenai hal ini. Patent Cooperation Treaty 
atau Traktat Kerja Sama Paten juga memiliki seperangkat 
pedoman untuk menyimpan atau mendepositkan 
contoh-contoh jasad renik pada IDA dengan permohonan 
Patent Cooperation Treaty. 

Tabel 3 adalah mengenai ‘Daftar Negara yang menjadi 
Anggota Traktat Budapest’ terhitung sejak bulan Januari 

1.   Albania 21. Dominican Republic

2.   Armenia 22. El Salvador

3.   Australia 23. Estonia

6.   Bahrain 26. Georgia

7.   Belarus 27. Germany

9.   Bosnia and Herzegovina 29. Guatemala

10. Brunei Darussalam 30. Honduras

11. Bulgaria 31.Hungary

12. Canada 32. Iceland

13. Chile 33. India

16. Croatia 36. Italy

17. Cuba 37. Japan

19. Democratic People’s 
      Republic of Korea 39. Kazakhstan

20. Denmark

Tabel 3. Budapest Treaty on the International 
Recognition of the Deposit of Microorganisms for the 
Purposes of Patent Procedure - Status on April 1, 2015 25
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pelajar dan mahasiswa sampai dosen berkunjung dan 
bertanya mengenai sistem KI di Indonesia.

Acara yang sangat meriah ini mendapatkan apresiasi dari 
Menteri Perdagangan Thomas Lembong di mana pada 
saat pembukaan mengatakan “Saya apresiasi pameran 
kreatif ini, produk-produk yang dipamerkan ini saya yakin 
dapat bersaing di pasar Internasional.” Pesan lain yang 
disampaikan adlaah agar semangat sebagai kota kreatif 
yang diusung Kota Malang harus memiliki standar mutu 
yang bercita rasa internasional guna bisa menembus 
persaingan pasar global. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah 
berpartisipasi mengikuti kegiatan pameran yang 
diselanggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Malang, 
yakni Malang City Expo 2016. Diseminasi di bidang KI 
merupakan salah satu dari beberapa kebijakan strategis 
yang ditetapkan oleh DJKI untuk menunjang pelaksanaan 
sistem KI yang baik. Sebagai institusi pemerintah yang 
bertanggung jawab dalam koordinasi dan administrasi 
sistem KI di Indonesia, tugas DJKI adalah memberikan 
dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan 
segala aspek KI kepada masyarakat di seluruh Indonesia. 

Acara pameran dibuka oleh Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong pada 
tanggal 1 April 2016. Acara yang berlangsung di Stadion 

dan Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) Ke-2. 
Tema yang diusung kali ini adalah “Membangun Kota 
dengan Ekonomi Kreatif.” dan berisi aneka pameran 
berbagai produk industri, perdagangan, bisnis, investasi, 
pariwisata, ekonomi kreatif, potensi daerah, produk 

Kehadiran DJKI dalam acara ini sungguh sangat 
diharapkan oleh para pemangku kepentingan maupun 
para pelaku usaha dan masyarakat setempat. Ini 
merupakan kegiatan yang sangat strategis sebagai upaya 
menumbuhkan pemahaman dan minat masyarakat 
terhadap pentingnya kekayaan intelektual. Antusiasme 
masyarakat Kota Malang dan sekitarnya begitu tinggi 
terhadap perlindungan kekeyaan intelektual. Hal ini 
nampak dari banyaknya jumlah pengunjung stan 

PARTISIPASI DJKI DALAM PAMERAN 
“MALANG CITY EXPO 2016”
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I nacraft merupakan ajang bisnis bergengsi 

diselenggarakan setiap tahun oleh Asosiasi 
Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia 

(ASEPHI). Acara yang intinya adalah pameran produk 
kerajinan tersebut telah banyak menyita perhatian pasar 
dan menjadi bursa promosi kerajinan Indonesia termasuk 
kepada target konsumen manca negara.

Pada kesempatan ini Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual Kemenkumham berpastisipasi sebagai 
narasumber pada Seminar Nasional dan Forum Bisnis 
Inacraft “Peluang dan Tantangan Menghadapi MEA” 
sebagai rangkaian dari kegiatan Inacraft 2016 yang 
diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta Convention 
Centre tanggal 20 April 2016. Seminar dibuka oleh Direktur 
Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian 

berasal dari pelaku usaha, mahasiswa dan instansi terkait.

Peluang dan tantangan bagi para pelaku usaha dalam 
menghadapai Pasar Bebas ASEAN dikupas dalam 
seminar ini termasuk isu pentingnya perlindungan 
dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai modal 
utama di era pasar bebas. Narasumber yang hadir pada 
kesempatan itu antara lain Direktur Kerja Sama Ekonomi 

ASEAN-Kementerian Luar Negeri, Staf Khusus Menteri 
Luar Negeri untuk Isu-Isu Strategis, Duta Besar LBBP 
Singapura 2011-2016, Direktur Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional-Kementerian Perdagangan, Direktur 
Jenderal IKM-Kementerian Perindustrian, Manager AEC 
Centre dari Kementerian Perdagangan,  Direktur Jenderal 
PPTK-Kementerian Tenaga Kerja serta perwakilan dari 
Direktorat Jenderal KI-Kementerian Hukum dan HAM.

Pada kesempatan tersebut terungkap bahwa pasar 
bebas Asean janganlah dianggap sebagai momok yang 
menakutkan, tetapi justru harus kita hadapi dengan 
antusias karena pangsa pasar akan lebih terbuka. Dari data 

Indonesia cukup menggembirakan di mana ekspor 
kerajinan tumbuh sebesar 2,63% per tahun. Hal ini 
masih dapat dioptiomalkan dengan melakukan ekspansi 
pemasaran ke luar negeri seperti kawasan Asean. Para 

pemerintah saat ini sangat mendukung hal tersebut. 
Berbagai fasilitas telah diberikan kepada para pelaku 

SEMINAR NASIONAL 
DAN FORUM BISNIS 
Inacraft: Peluang dan 
Tantangan Menghadapi 
MEA
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61. Romania

62. Russian Federation

63. Serbia

66. Slovenia

67. South Africa

69. Sweden

70. Switzerland

71. Tajikistan

73. Trinidad and Tobago

60. Republic of Moldova  

diharapkan memberikan 1 (satu) perangkat data-data 
lengkap yang mencantumkan, seperti yaitu nama dan 
alamat Penyimpan dan International Depository Authority 
(IDA) dimana sampel atau contoh-contoh jasad renik yang 
didepositkan atau disimpan, tanggal asli penyerahan, 
identi�kasi dari referensi, nomor akses penyimpanan dan 
ciri-ciri atau karakteristik jasad renik yang didepositkan.26 

Penyimpanan pada International Depository Authority 
(IDA) menjamin akses atas jasad renik bagi orang-orang 
selain Inventor dengan tujuan untuk pengujian atau 
percobaan, atau untuk penggunaan komersial ketika 
Paten berakhir. 

Institusi atau lembaga-
lembaga yang diakui sebagai pusat koleksi yang disebut 
International Depository Authority (IDA)’. 

Tabel 4. Declarations Of Acceptance Filed Under Article 
9(1)(A) Of The Budapest Treaty By Intergovernmental 
Industrial Property Organisations

International Depositary Authorities under Article 7 of the 
Budapest Treaty Total : 31 Authorities

Institution Country 

Advanced Biotechnology Centre (ABC) Italy

Agricultural Research Service Culture Collection 
(NRRL)

Russian Federation

American Type Culture Collection (ATCC)

Australian Government Analytical Laboratories 
(AGAL)

Australia

Belgian Coordinated Collections of Microorganism 
(BCCM)

Belgium

Bureau of Microbiology at Health Canada (BMHC) Canada

Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) Netherlands

China Center for Type Culture Collection (CCTCC) China

Coleccion Espanola de Cultivos Tipo (CECT) Spain

Collection Nationale de Cultures de Micro-organisms 
(CNCM)

France

Italy

Culture Collection of Algne and Protoza (CCAP)

Slovakia

Czech Collection of Microorganisms (CCM) Czech Republic

DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 
und Zellkulturee GmbII (DSMZ)

Germany

European Collection of Cell Cultures (ECACC)

International Mycological Institute (IMI)

Institution Country 

Korean Cell Line Research Foundation (KCLRF) Republic of Korea

Korean Collection for Type Cultures (KCTC) Republic of Korea

Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM) Republic of Korea

Microbial Strain Collection of Latvia (MSCL) Latvia

National Bank for Industrial Microorganisms and Cell 
Cultures (NBIMCC)

Bulgaria

National Collection of Agricultural and Industrial 
Microorganisms (NCAIM)

Hungary

National Collection of Type Cultures (NCTC)

National Collection of Industrial Food and Marine 
Bacteria Limited

National Institute of Bioscience and Human Technol-
ogy (NIBII)

Japan

Russian Federation

Russian National Collection of Industrial Microorgan- Russian Federation

Sumber : PCT Gazette Section IV - Annexure L

Lembaga-lembaga tempat penyimpanan 
jasad renik diharuskan menyimpan aneka 

ragam jasad renik, animal viruses (virus 
hewan), fungi (jamur), cell cultures (kultur sel), 
moulds (bahan adonan), yeasts (ragi), plasmids 

(plasmid), protozoa (protozoa), seeds (biji-
bijian), animal embroys (emberio hewan) 

Patent Cooperation Treaty atau Traktat Kerja 
Sama Paten juga memiliki seperangkat 

pedoman untuk menyimpan atau 
mendepositkan contoh-contoh jasad renik 

pada IDA dengan permohonan Patent 
Cooperation Treaty. 
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4. 
Pengesahan United Nations Convention on Biological 
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai 
Keanekaragaman Hayati)12

5. 
13

6. The Budapest Treaty on the International Recognition of 
the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent 
Procedure.14

Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan TRIPs 
adalah pasal yang paling relevan untuk mendiskusikan 
mengenai Paten di bidang biologi dan bioteknologi. 
Menurut Pasal 27 ayat (1), Negara-negara Anggota 
diharuskan memberikan Paten bagi Invensi, apakah dalam 
hal produk maupun proses dan bagi Invensi-invensi di 
semua bidang teknologi, dengan syarat bahwa Paten 
diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung 
langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

PERMOHONAN PATEN TERKAIT JASAD RENIK
 DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN1

*Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP

Paten,2

3 yang kemudian diubah lagi 

Paten yang masih berlaku sampai saat ini.  Terdapat 26 
(dua puluh enam) permohonan pendaftaran Paten pada 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,  Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk 
Invensi jasad renik sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 

Jumlah 
Permohonan Paten untuk Invensi Jasad Renik di Indonesia”.6

Permohonan Paten untuk Invensi jasad renik yang 
diajukan pendaftarannya untuk pertama kali tahun 1997 
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, telah diberi 

Salah satu keprihatinan yang timbul di dunia saat ini 
yaitu bagaimana mencapai keseimbangan antara 
konvensi-konvensi internasional di bidang Kekayaan 
Intelektual  dan perlindungan terhadap lingkungan. Hal 
ini terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan 
keanekaragaman hayati, bioteknologi dan biokonservasi. 
Terdapat beberapa persetujuan internasional yang 
saling berhubungan yang memiliki implikasi pada 
Kekayaan Intelektual yang terkait dengan makhluk 
hidup dan bahan-bahan yang bersangkut paut terhadap 
perkembangbiakan spesies makhluk hidup. Kesesuaian 
bersama antara konvensi-konvensi masih terus menjadi 
pokok persoalan dari diskusi internasional yang intens. 
Meningkatnya kepentingan ekonomi dari bioteknologi 
telah mengangkat isu-isu Kekayaan Intelektual yang 
berhubungan dengan Invensi di bidang bioteknologi 
menjadi sangat penting. 

Tabel 1. Jumlah Permohonan Paten untuk Invensi Jasad Renik di Indonesia

Sumber data: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(Sembilan) Invensi jasad renik lainnya yang juga sudah 
diberi Paten sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7

Konvensi Internasional di Bidang Paten

Konvensi atau perjanjian-perjanjian terkait dengan Paten, 
yaitu:

1. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (

9

2. Patent Cooperation Treaty atau PCT (Traktat Kerja Sama 
Paten) - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 1997.10

3. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 
(Konvensi Paris) - Keputusan Presiden Republik Indonesia 

11
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Workshop tersebut dihadiri oleh SKPD pemerintah Provinsi  

Minahasa, dan Lembaga Perlindungan Indikasi Geogra�s 
Pala Siau.  Masyarakat Minahasa sudah lama mengenal 
usaha budi daya cengkeh dan pala.  Produk cengkeh 
Minahasa memiliki cita rasa dan aroma harum yang khas 
dengan karakteristik khusus berupa kandungan minyak 
atsiri dan eugenol yang tinggi.  Keunggulan cengkeh 
Minahasa membuat tingginya permintaan sehingga 
harganya relatif tinggi, sehingga untuk menghindari 
terjadinya penggunaan nama cengkeh Minahasa oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, masyarakat 
petani cengkeh Minahasa mendaftarkan produk IG 
cengkeh Minahasa ke kantor DJKI.   Saat ini sudah ada 

diantaranya lada putih Muntok, Carica Dieng, kopi arabika 
Gayo, garam amed Bali, kopi arabika Kintamani Bali, dan 

tetap berlangsung terus menerus di pasar nasional 
dan internasional adalah dengan menjaga kualitas, 
pengendalian terhadap praktek produksi, mengendalikan 
jumlah produksi dan meningkatkan keterampilan teknis 
bagi para petani indikasi geogra�s serta perlindungan 
produk indikasi geogra�s.  Terakhir diharapkan dengan 
seminar dan workshop ini adalah menambah wawasan 
para peserta mengenai Praktik-Praktik Terbaik dari Indikasi 
Geogra�s, serta dapat memberikan kontribusi terhadap 
penerapan sistem Indikasi Geogra�s di Indonesia.

Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah yang 
harus dimanfaatkan untuk dapat memajukan dan 
mensejahterahkan bangsa Indonesia yang salah satunya 
melalui kekayaan intelektual. Indonesia memiliki produk-
produk Indikasi Geogra�s yang sudah banyak dikenal 
di pasar internasional, dimana produk IG  dapat juga 
dihasilkan dari sektor kelautan dan kehutanan. Inilah 
yang menjadi salah satu alasan, DJKI  menyelenggarakan 
Workshop tentang Indikasi Geogra�s di daerah Manado, 

Workshop dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah 

D. Hurry, dimana beliau mengajak semua stakeholders 
untuk menjaga dan memanfaatkan asset produk IG di 

Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Parlagutan Lubis 
dalam paparan mengatakan pentingnya perlindungan 
IG dan manfaat dalam meningkatkan posisi tawar serta 
kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional 
dan internasional. Paparan selanjutnya disampaikan oleh 

(Tim Ahli IG) dan Dr. Indrev Sembel (Dinas Perkebunan 

WORKSHOP INDIKASI GEOGRAFIS (IG)
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI 

IG DI PROVINSI SULAWESI UTARA

dari kiri ke kanan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Prov. 
Sulawesi Utara, Dr. H. Sudirman D. Hurry dan Direktur Kerja Sama dan 

Pemberdayaan KI, Parlagutan Lubis.

dari kiri ke kanan Noldy Sahabati (Kanwil Kemenkumham Prov. 
Sulawesi Utara), Dr. Indrev Sembel (Dinas Perkebunan Pemprov. 

Sulawesi Utara), Prof. Mahfud Arifin (Tim Ahli IG) dan 
Stephanie VY Kano (Kasubdit IG). 
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Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilaksanakan 
pada tanggal 23 Mei 2016.  Acara ini dilaksanakan dalam 

mengenai rancangan peraturan daerah (RAPERDA) 
tentang pengembangan ekonomi kreatif di wilayah 

sosialisasi mengenai proses pendaftaran kekayaan 
intelektual.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. 
Dalam sambutannya Dirjen KI menyampaikan bahwa 
DJKI mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap 
daerah agar bisa mengenal Kekayaan Intelektual.  
Menurut Dirjen KI terkait dengan perlindungan kekayaan 
Intelektual, negara yang menjadi maju (developed) 
hanya negara-negara yang melindungi Hak Kekayaan 
Intelektualnya.  

Selanjutnya, disampaikan juga presentasi mengenai 
Indikasi Geogra�s, pemutaran  video tentang indikasi 
geogra�s dan video mengenai Intellectual Property is 
my asset yang diselingi diskusi bersama Direktur Kerja 
Sama dan Direktur Merek.  Direktorat Teknologi Informasi 
mengakhiri acara dengan demo dan penjelasan 
mengenai pendaftaran KI secara online.

KUNJUNGAN DPRD 
KOTA YOGYAKARTA KE DJKI

Rancangan peraturan daerah (RAPERDA) 
tentang pengembangan ekonomi kreatif 

di wilayah D.I. Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal 
Kekayaan Intelektual. Dalam 

sambutannya Dirjen KI menyampaikan 
bahwa DJKI mempunyai perhatian yang 

sangat besar terhadap daerah agar 
bisa mengenal Kekayaan Intelektual.  

Menurut Dirjen KI terkait dengan 
perlindungan kekayaan Intelektual, 

negara yang menjadi maju (developed) 
hanya negara-negara yang melindungi 

Hak Kekayaan Intelektualnya. 
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exploitation of which is necessary to protect ordre public or 
morality, including protection of human, animal or plant life 
or health or to avoid serious prejudice to the environment, 
provided that such exclusion is made not merely because 
the exploitation is prohibited by domestic law.” Selanjutnya, 
ketentuan Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengatur, 
bahwa “Members may also exclude from patentability,19 
“allows members to exclude from patentability inventions 
related to diagnostic, therapeutic and surgical methods for 
the treatment of humans or animals. Persetujuan TRIPs 
juga mengatur pengecualian yaitu exclusion of plants 
and animals other than micro-organisms, and essentially 
biological processes for the production of plants or animals 
other than non-biological and microbiological processes. 
However, members shall provide for the protection of plant 
varieties either by patents or by an e�ective sui generis 
system or any combination thereof.” Berdasarkan pada 
ketentuan Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs tersebut, 
Negara Anggota dapat juga menetapkan bahwa hal-hal 
berikut ini tidak mendapatkan perlindungan Paten:
a) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/
atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia 
dan/atau hewan
b) tumbuhan dan hewan selain jasad renik, dan terutama 
proses biologis yang essensial untuk memproduksi 
tumbuhan atau hewan selain proses non biologis dan 
mikrobiologis. Meskipun demikian, Negara Anggota 
harus memberikan perlindungan terhadap varietas 
tanaman baik dalam bentuk paten atau sistem sui generis.
Kategori khusus mengenai Invensi-invensi di bidang 

Persetujuan TRIPs, Pasal 27 ayat 1 mengatur tentang 
Patentable Subject Matter,16 yaitu obyek yang dapat 
dipatenkan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat 1 
yang mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 
ayat (3) pasal ini, Paten diberikan untuk setiap Invensi, 
baik berupa produk ataupun proses di segala bidang 
teknologi, selama Invensi tersebut baru, mengandung 
langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. 

Pasal 27 ayat (3)  Persetujuan TRIPs, Paten harus tersedia 
dan hak Paten dapat dinikmati tanpa membedakan 
tempat Invensi, bidang teknologi, dan apakah produk 
tersebut di impor atau diproduksi secara lokal.  Pasal 27 
ayat (2) Persetujuan TRIPs selanjutnya mengatur bahwa 
Anggota dapat mengecualikan Invensi-invensi yang 
tidak dapat dipatenkan, larangan untuk mengeksploitasi 
secara komersil dalam wilayahnya demi melindungi 
ketertiban umum, atau moralitas, termasuk didalamnya 
untuk melindungi manusia, hewan, atau tumbuhan 
atau kesehatan atau untuk menghindari kerusakan 
fatal terhadap lingkungan hidup selama pengecualian 
tersebut tidak dilakukan hanya dengan alasan bahwa 
hukum nasional melarang eksploitasi dari Invensi yang 
bersangkutan.17

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan TRIPs 
mengatur tentang Exclusions from patentability.  Pasal 27 
ayat (2) mengatur: “Members may exclude from patentability 
inventions, prevention within their territory of commercial 

Tabel 2. Paten untuk Invensi Jasad Renik

No. Pemilik, Nomor & 
Tanggal Pemberian Paten Paten

1. Nikken Chemicals Co. Ltd. Suatu Metoda untuk Memproduksi Eritritol 
dengan suatu penggunaan Jasad Renik-Jasad 
Renik

2. Metode  Campuran-campuran Karbohidrat

3. Sano�-Aventis Pharma Deutschland GmbH Persikinin, Proses Pembuatan dan 

Ajinomoto Co., Inc.
P00199900967 -  21 Juni 2006

Bakteri Penghasil Asam L- Glutamat dan Proses 
untuk Menghasilkan Asam L-Glutamat

Ajinomoto Co., Inc. Metode untuk Menghasilkan Asam 
L-Glutamat melalui Fermentasi yang disertai 
dengan Pengendapan

6. Ajinomoto Co., Inc. Komposisi Pakan untuk Ternak Monogatrik

7. Ajinomoto Co., Inc. Metode untuk Menghasilkan Purin Nukleosida 
melalui Fermentasi

Ajinomoto Co., Inc. Proses untuk Menghasilkan Asam L-Glutamat

9. Ajinomoto Co., Inc. Komposisi yang Mengandung Nitrogen 

Komposisi tersebut

10. Ajinomoto Co., Inc.
W00200703607 - 10 Mei 2013 Metode untuk Menghasilkan L-Treonina



Pembaca Setia,

Salah satu keprihatinan yang timbul di dunia saat ini yaitu bagaimana mencapai keseimbangan antara konvensi-
konvensi internasional di bidang Kekayaan Intelektual dan perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini terkait dengan 
isu-isu yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, bioteknologi dan biokonservasi. Terdapat beberapa 
persetujuan internasional yang saling berhubungan yang memiliki implikasi pada KI yang terkait dengan makhluk 
hidup dan bahan-bahan yang bersangkut paut terhadap perkembangbiakan spesies makhluk hidup. Sejak tahun 1977 
hingga kini terdapat 26 Permohonan pendaftaran Paten untuk Invensi jasad renik yang diajukan yang Pemohonnya 
adalah berasal dari luar negeri. 10 Permohonan Paten diantaranya sudah diberikan Paten. Namun, hingga saat ini 
Indonesia belum merati�kasi Traktat Budapest dan belum terdapat lembaga atau institusi tempat penyimpanan jasad 
renik sesuai standar internasional. Hal ini akan dibahas mendalam oleh Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP dalam rubrik Fokus 
berjudul “Permohonan Paten Terkait Jasad Renik ditinjau dari Perundang-undangan” 

Rubrik Kolom mengulas pengetahuan tradisional (Traditional Knowledge) yang sampai saat ini belum disepakati 
secara formal dalam Perjanjian Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs).  Pengetahuan Tradisional 
juga masih mengundang berbagai macam kontroversi terutama menyangkut pengakuan, perlindungan hukum dan 
pemanfaatannya baik di tingkat nasional maupun internasional.    Dari sudut pandang negara-negara anggota World 
Intellectual Property Rights (WIPO) dukungan atas pengakuan dan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional 
juga sangat kuat,  karena pengakuan atas pengetahuan tradisional merupakan bagian dari identitas kultural bangsa-
bangsa di dunia. Pengelolaan pengetahuan tradisional dalam sistem yang berbeda merupakan hal yang sangat 
penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan, mempertahankan keberlanjutan pembangunan, kehidupan 
kebudayaan dan pengetahuan bagi masa depan mereka.  

Selain rubrik-rubrik di atas, Kipedia menginformasikan tentang kabel penyambung daya tiga fasa jenis tancap.   
Konsultan Triayu Ratna Dewi sebagai konsultan HKI yang mendapat piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan 
HAM sebagai Pengguna Aplikasi Daring Pencatatan Ciptaan (E-HakCipta) mengisi rubrik Pojok Konsultan edisi kali ini.  
Penyaring kopi bagi para penikmat kopi menghiasi Kitrivia edisi ini.  Rubrik Bang HKI dijelaskan mengenai inventor 
kamera pertama dan Komik NengIP akan bercerita pentingnya inovasi dan kreati�tas dalam berbisnis dan berkarya.

Pada rubrik ragam disampaikan tentang Seminar Nasional dan Forum Bisnis INACRAFT, peliputan berbagai kegiatan 
yang dilakukan oleh Ditjen KI, diantaranya Workshop Indikasi Geogra�s.

Sumber Gambar (halaman Dari Redaksi) : 
http://ttlearning.com/wp-content/uploads/2013/01/psat-writing-section.jpg
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Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang 
dicapai umat manusia. Lewat jepretan dan bidikan 
kamera, manusia bisa merekam dan mengabadikan 
beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga 
galaksi di luar angkasa.  Teknologi pembuatan kamera, 
kini dikuasai Barat serta Jepang, sehingga, banyak umat 
Muslim yang meyakini kamera berasal dari sana.  Padahal, 
jauh sebelum mereka menemukannya, prinsip-prinsip 
dasar pembuatan kamera telah dicetuskan seorang 
sarjana Muslim sekitar 1.000 tahun silam. Peletak prinsip 
kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris Muslim 
bernama Ibnu al-Haitham.  

Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham atau 

barat ia lebih dikenal dengan nama Alhazen.  Ia adalah 
seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, 
falak, matematika, geometri, pengobatan, dan �lsafat. Ia 
banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya, dan 
telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains Barat, 
seperti Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop 
serta teleskop.  Selama hidupnya, ia telah menulis lebih 
dari 200 karya ilmiah.

Pada akhir abad ke-10 M, al-Haitham berhasil merekam 
fenomena kamera obscura. Penemuan itu berawal ketika 

fenomena gerhana, al-Haitham membuat lubang kecil 
pada dinding yang memungkinkan citra matahari semi 
nyata diproyeksikan melalui permukaan datar.  Kajian 
ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari 
kinerja kamera yang saat ini digunakan umat manusia.  

diartikan sebagai ”ruang gelap”. Biasanya bentuknya 
berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk 
masuknya cahaya. Teori yang dipecahkan al-Haitham 
itu telah mengilhami penemuan negatif �lm (klise) yang 
kemudian disambung-sambung dan dimainkan kepada 
para penonton.

Dunia mengenal al-Haitham sebagai perintis di bidang 
optik yang terkenal lewat bukunya bertajuk  “Kitab al-

dalam bukunya itu, sang �sikawan Muslim legendaris 
itu lalu menyusun  “Al-Bayt Al-Muzlim” atau lebih dikenal 
dengan sebutan kamera obscura, atau   kamar gelap.  
Bradley Ste�ens dalam karyanya berjudul “Ibn al-Haytham 
: First Scientist” mengungkapkan bahwa  Kitab al-Manazir 
merupakan buku pertama yang menjelaskan prinsip kerja 
kamera obscura.  Istilah kamera obscura yang ditemukan 
al-Haitham pun diperkenalkan di Barat sekitar abad ke-16 
M.  Lima abad setelah penemuan kamera obscura, Cardano 

Haitham, mulai mengganti lubang bidik dengan lensa. 

 
Setelah itu, penggunaan lensa pada kamera obscura juga 

pula yang menyebutkan bahwa istilah kamera obscura 
yang ditemukan al-Haitham pertama kali diperkenalkan 

meningkatkan fungsi kamera itu dengan menggunakan 
lensa negatif di belakang lensa positif, sehingga dapat 
memperbesar proyeksi gambar.  Ini adalah prinsip yang 
digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern.  
Setelah itu, Robert Boyle (1627-1691 M) mulai menyusun 
kamera yang berbentuk kecil, tanpa kabel, jenisnya kotak 
kamera obscura pada   
penemuan al-Haitham, pelat-pelat foto pertama kali 
digunakan secara permanen untuk menangkap gambar 
yang dihasilkan oleh kamera obscura.  Foto permanen 
pertama diambil oleh Joseph Nicephore Niepce di 

negatif untuk mengambil gambar dari tentara Inggris 

mengembangkan prinsip kerja kamera obscura 
ciptaan al-Hitham dengan baik sekali. Eastman 
menciptakan kamera kodak. Sejak itulah, kamera 
terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. 
Sebuah versi kamera obscura digunakan dalam Perang 
Dunia I untuk melihat pesawat terbang dan pengukuran 
kinerja. Pada Perang Dunia  II, kamera obscura juga 
digunakan untuk memeriksa keakuratan navigasi 
perangkat radio. Begitulah penciptaan kamera obscura 
yang dicapai al-Haitham mampu mengubah peradaban 
dunia.

Al Haitham, 
Inventor Kamera 
Pertama
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